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ABSTRAK 
Jumardin (E21113034), Evaluasi Pengembangan Pegawai Melalui Diklat di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, xvi + 90  halaman + 3 Tabel + 2 gambar + 12 
Pustaka (1981-2014) + 5 lampiran + Dibimbing oleh  Dr. La Tamba, M.Si dan Dr. 
Gita Susanti, M.Si 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yang mana masih adanya 
pegawai yang telah mengikuti diklat, namun masih kurang dalam pengevaluasian 
terhadap hasil diklat yang diikuti, sehingga pengukuran mengenai tercapainya 
sasaran diklat yang diikuti belum ada. 
Fokus penelitian menggunakan teori pendekatan kualitatif yaitu melihat sejauh mana 
efektivitas pelaksanaan proses pengembangan pegawai melalui diklat di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar menggunakan enam indikator pengukuran mengenai 
proses pengembangan menurut  Malayu Hasibuan (2009), yaitu: sasaran, 
kurikulum,, sarana, peserta, pelatih, dan pelaksanaan. Untuk mendapatkan 
jawaban dari indikator tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat 
analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik 
observasi, wawancara dan studi dokumen. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengembangan pegawai melalui 
diklat di kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang diikuti belum sepenuhnya sesuai 
dengan proses pengembangan menurut Malayu Hasibuan hal tersebut dilihat dari 
tahap pelaksanaannya dimana tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh 
penyelenggara terhadap diklat yang dilaksanakan. Sementara untuk sasaran, 
kurikulum, sarana, peserta dan pelatih sudah sesuai dengan indikator 
pengembangan. Adapun hal yang masih perlu diperbaiki ialah sistem evaluasi yang 
perlu diperjelas oleh penyelenggara diklat sehingga peserta diklat dapat mengetahui 
tingkat pencapaian dari sasaran diklat yang diikutinya serta pelaporan hasil diklat 
yang diikuti oleh pegawai harus jelas dan dituangkan dalam tulisan supaya dapat 
dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tanggung jawab oleh pegawai lainnya 
yang sesuai dengan diklat yang diikuti.  
 
Kata Kunci: Pengembangan, Pegawai, Imigrasi 
iii 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA 
 
ABSTRACT 
Jumardin (E21113034), Evaluation of Employee Development through Training 
at Immigration Office Class I Makassar, xvi + 90 pages + 3 Table + 2 images + 12 
Library (1981-2014) + 5 appendix + Guided by Dr. La Tamba, M.Si and Dr. Gita 
Susanti, M.Si 
This research is motivated by a problem which is still an employee who has followed 
the training, but still less in evaluating the results of the training followed, so that the 
measurement of the achievement of the training targets that followed did not yet exist. 
The research focus used qualitative approach theory to see how far the effectiveness 
of the implementation of employee development process through the training in 
Immigration Office Class I Makassar using six measurement indicators about 
development process according to Malayu Hasibuan (2009), namely: target, 
curriculum, facilities, participants, And implementation. To get answers from these 
indicators used a qualitative approach with descriptive analysis level. Technique of 
collecting research data is done by observation technique, interview and document 
study. 
The results of this study indicate that the process of employee development through 
training in Immigration Office Class I Makassar followed not yet fully in accordance 
with the development process according to Malayu Hasibuan it is seen from the stage 
of implementation in which there is no evaluation conducted by the organizers of the 
training implemented. While for the target, curriculum, means, participants and trainers 
are in accordance with development indicators. The thing that still needs to be 
improved is the evaluation system that needs to be clarified by the training providers 
so that the training participants can know the level of achievement of the training 
targets that followed and reporting the results of training followed by employees must 
be clear and poured in writing so that can be used as a basis in carrying out the 
responsibility Answered by other employees in accordance with the training followed. 
 
Keywords: Development, Employee, Immigration 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang Masalah  
Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya 
(resources), baik sumber daya alam (natural resources) maupun sumber daya 
manusia (human resources) kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam 
menentukan keberhasilan suatu pembangunan.  
Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebagai penggerak dan penyelenggara 
tugas-tugas pemerintah memegang peranan penting dalam suatu sistem 
pemeritahan. Oleh karenanya, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus 
dimulai dari refromasi terhadap pengelolaan/manajemen SDM aparaturnya. 
Reformasi pengelolaan SDM aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk 
dijalankan agar diperoleh aparatur yang professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera 
dalam mendukung pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik. 
Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 dijelaskan 
bahwa “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat 
oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan”. 
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara tersebut, maka terbuka lebar terhadap transparansi terhadap manajemen 
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kepegawaian aparatur sipil negara baik yang berada di pusat maupun yang berada di 
daerah. Tugas ASN ke depan diharuskan dapat menjalankan pelayanan publik, 
menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan lainnya. Aparatur Sipil 
Negara harus memiliki profesi dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada 
kualifikasi atau kompetensi serta kinerja dalam jabatan tersebut atau yang kita kenal 
dengan sistem merit. Sehingga pelaksanaan perekrutan ASN dapat dilaksanakan 
secara terbuka dan kompetitif sebagaimana tujuan dalam asas keterbukaan seperti 
yang tercantum pada penjelasan pasal 2 huruf 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, kebijakan pengembangan 
sumber daya aparatur Negara ini telah dituangkan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan mulai dari peraturan pemerintah (PP) sampai Peraturan Daerah 
(Perda) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam peraturan tersebut, 
umumnya ditegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas aparatur Negara dilakukan 
dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberikan sistem 
karier berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip pemberian penghargaan dan sanksi, 
meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan 
akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara secara transparan, bersih dan 
bebas dari penyalahgunaan. 
Selain itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 15 
/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi secara terang 
mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah strategi untuk membangun aparatur 
negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum 
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pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan 
lingkungan strategi menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan 
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.  
Pada otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan 
penataan atas manajemen SDM aparaturnya secara kreatif dan inovatif sesuai 
dengan kewenangan dan pembagian urusan yang diserahkan. Upaya-upaya 
pengelolaan SDM aparatur tersebut telah terbukti medorong kinerja organisasi untuk 
lebih optimal melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Secara umum, manajemen 
SDM aparatur berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, 
efektivitas dan derajat profesionalisme penyelengaraan tugas, fungsi dan kewajiban 
kepegawaian  yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang diberlakukan lima belas tahun 
lebih. Belum membawa aparatur yang professional sesuai dengan tuntutan pada era 
saat ini. Dengan demikian dipelukan suatu undang-undang yang secara jelas 
mengatur ASN yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 
yang perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari 
korupsi, kolusi, nepotisme, serta bebas dari intervensi politik dan diharapkan mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara professional sesuai 
dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.  
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Pentingnya ASN sebagai sumber daya manusia dalam suatu instansi 
pemerintahan merupakan unsur dinamis dalam organisasi, pemerintah yang berfungsi 
sebagai subyek pemberi pelayanan kepada publik. Peran  sumber daya manusia, 
sebagai  unsur pelaksanaan yang menduduki posisi vital dalam penyelenggaraan 
pelayanan.  
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan instansi 
pemerintahan kini semakin mengemuka, bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Di 
negara-negara berkembang dapat kita lihat mutu pelayanan publik merupakan 
masalah  yang  sering  muncul,  karena  pada  negara  berkembang  umumnya 
permintaan akan pelayanan jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk 
memenuhinya sehingga persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau para 
penerima layanan adalah persepsi terhadap “kualitas” yang melekat pada seluruh 
aspek pelayanan. Karena itu pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. 
Agar pelayanan publik dapat berkualitas maka, salah satu cara yang dilakukan 
pemerintah ialah dengan memberikan pengembangan baik pengembangan kualitas 
dalam memberikan pelayanan maupun pada pegetahuan akan perkembangan 
teknologi yang semakin terbaharukan kepada pegawainya.  Untuk meningkatkan 
sumber daya manusia maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan (diklat). 
Langkah inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia. 
Pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila terlebih dahulu 
ditetapkan suatu program pengembangan pada ASN. Program pengembangan ASN 
hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah 
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serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan saat ini maupun untuk masa 
depan. Pengembangan harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, 
teoretis, konseptual, dan moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai 
hasil yang optimal. Pengembangan karyawan dirasa semakin penting manfaatnya 
karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan 
semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenisnya. Setiap personel 
perusahaan dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas 
pekerjaannya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar pengembangan 
ini dilakukan untuk tujuan nonkarier maupun karier bagi para karywan (baru atau lama) 
melalui latihan dan pendidikan.   
Menurut Andrew F. Sikula (Malayu Hasibuan 2011:70), mengemukakan bahwa 
pengembangan pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan 
jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi 
dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoretis untuk tujuan 
umum. 
Sejalan dengan hal tersebut diatas Sondang P. Siagain (2003:183-184), 
mengemukakan bahwa bagi organisasi terdapat paling sedikit tujuh manfaat yang 
dapat dipetik melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan.  
Pertama: peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara 
lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena kemacetan melakasanakan tugas, 
tumbuh suburnya kerja sama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan 
kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialistik, meningkatkan tekad mencapai 
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sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi 
bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. 
Kedua: terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan antara 
lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap 
dewasa baik secara teknikal maupun intelektual, saling mengharagai dan adanya 
kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. 
Ketiga: terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat 
karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkann oleh para manajer. 
Keempat: meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi 
dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi. 
Kelima: mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya 
manajerial yang partisipatif. 
Keenam: memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya 
mempelajari proses perumusan kebijakan organisasi dan operasionalnya. 
Ketujuh: penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah 
tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para 
anggota organisasi.  
Di samping manfaat bagi organisasi, pelaksanaan program pelatihan dan 
pengembangan yang baik sudah barang tentu bermanfaat pula bagi para anggota 
organisasi. Pengalaman dan penelitian menunjukkan adanya paling sedikit sepuluh 
manfaat bagi  para karyawan suatu organisasi, yaitu: 1) membantu para pegawai 
membuat keputusan dengan lebih baik; 2) meningkatkan kemampuan para pekerja 
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menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapinya; 3) terjadinya internalisasi dan 
operasionalisasi faktor-faktor motivasional; 4) timbulnya dorongan dalam diri para 
pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya; 5) peningkatan kemampuan 
pegawai untuk mengatasi stress, frustasi dan konflik yang pada gilirannya 
memperbesar rasa percaya pada diri sendiri; 6) tersedianya informasi tentang 
berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka 
pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual; 7) meningkatnya 
kepuasan kerja; 8) semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang; 9) 
makin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri; 10) mengurangi ketakutan 
menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.  
Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini berfungsi untuk memperbaiki kekurangan 
dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing. Dari sini kita 
dapat menggunakan konsep proses pengembangan sebagai tolak ukur untuk 
mengetahui hasil dari pengembangan. Proses pengembangan merupakan aspek 
penting dalam mencapai tujuan dari pengembangan pegawai yang diikuti untuk 
menunjang kinerjanya agar lebih meningkat atau berkualitas. Namun jika proses 
pengembangan yang diikuti dan hasil dari proses tersebut tidak mencapai tujuan dari 
pengembangan maka dapat dikatakan bahwa proses pengembangan tersebut tidak 
efektif. 
Sangat jelas bahwa pelaksanaan pengembangan pegawai melalui diklat ini pada 
hakikatnya memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kemajuan suatu 
perusahaan, akan tetapi ada diklat yang berjalan dengan lancar dengan kata lain 
manfaat dari pengembangan melalui diklat tersebut manfaat besarnya terhadap 
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karyawan dapat disarakan, namun tidak jarang proses pengembangan yang diikuti 
tidak dirasakan keberhasilannya oleh pegawai. 
Hal lain yang menjadi masalah ialah  pertanyaan yang dihadapi dan harus 
dijawab oleh setiap organisasi bukan lagi apakah akan melakukan investasi dalam 
rangka pengembangan sumber daya manusia  yang dimilikinya, melainkan berapa 
besar investasi yang harus dibuat. Artinya pilihan yang tersedia bukan antara 
pengembagan sumber daya manusia atau tidak, melainkan dalam bidang apa 
pengembangan itu dilakukan dengan intensitas yang bagaimana dan melalui 
penggunaan teknik pengembangan apa. Bahkan sesungguhnya pertanyaan tersebut 
hanya harus dihadapi dan dijawab oleh setiap organisasi secara mikor, akan tetapi 
juga setiap pemerintahan negara secara nasional dan makro. Alasan yang sangat 
fundamental untuk mengatakan demikian ialah bahwa baik untuk menghadapi 
tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa 
depan, pengembangan aparat merupakan keharusan mutlak. Singkatnya, 
kemampuan pegawai baru maupun lama yang digabung dengan program pengenalan 
dan pelatihan tertentu belum sepenuhnya menjaminn hilangnya kesenjangan antara 
kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Disinilah letak pentingnya pengembangan 
sumber daya manusia. 
Berdasarkan dari beberapa penjalasan bahwa pengembangan sangat penting 
dilakukan oleh setiap instansi baik pemerintahan maupun swasta dan saat ini banyak 
instansi yang bekerja sama dalam memberikan pengembangan ke pada pegawainya 
melalui diklat, tidak terkecuali kantor Imigrasi kelas I Makassar, namun pada 
kenyataannya setelah selesai mengikuti diklat ternyata kurang dalam pengevaluasian 
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sehingga alat ukur untuk mengetahui tercapainya sasaran pengembagan belum ada. 
Kualitas pelayanan dikantor imigrasi terutama pada pelayanan paspor masih dinilai 
belum baik sebagaimana hasil pengamatan oleh peneliti bahwa daya tanggap 
pegawai terhadap keluhan dan pelayanan yang diinginkan masyarakat belum 
diperhatikan, meskipun pegawai telah berusaha menerapkan One Stop Service, 
selain itu pegawai yang tidak secara serius mengikuti kegiatan proses pengembangan 
melalui diklat, mereka mengikuti diklat hanya karena memenuhi syarat.  
Maka Instansi pemerintah dalam hal ini kantor Imigrasi Kelas I Makassar sangat 
berperan penting dalam mengevaluasi pegawai yang telah mengikuti pengembangan 
melalui diklat, guna menilai hasil pengembangan pegawainya apakah sudah sesuai 
dengan luaran pengembangan yang ditentukan atau belum. Untuk mengevaluasi hasil 
pengembangan pegawai perlu dilihat dari proses pengembangan apakah setelah 
pengembangan dilakukan dapat menunjukan hasil pengembangan yang sesuai 
dengan harapan diklat tersebut. Selama ini evaluasi diklat hanya dalam bentuk 
output berupa sertifikat dan   dilakukan   sesaat setelah pegawai selesai  
mengikuti  diklat,  tetapi   tidak setelah   pegawai  kembali    melaksanakan   
tugas. Outcome dari   diklat   yaitu perubahan-perubahan yang    terjadi   pada 
pengetahuan, sikap    dan    perilaku pegawai   yang    telah mengikuti    diklat   
belum   sepenuhnya   termonitor    dan terevaluasi dengan baik sementara 
pegawai diharuskan tetap bekerja. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis membahas dan mengkaji 
berbagai masalah dengan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengembangan 
Pegawai melalui Diklat di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”. 
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I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 
masalah dari penelitian ini sebagai berikut:  
“Bagaimana Evaluasi Pengembangan Pegawai melalui Diklat di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar?” 
I.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganilisis Hasil Pengembangan Pegawa 
melalui Diklat yang diikuti oleh pegawai di kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
I.4 Manfaat Penelitian 
a. Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan 
bagi berbagai pihak khususnya kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar, 
sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara. 
b. Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik 
dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah evaluasi pengembangan 
pegawai melalui diklat bagi penelitian lainnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Pengembangan 
II.1.1 Pentingnya Pengembangan  
Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, di mana secara naluri 
manusia ingin hidup berkelompok. Manifestasi dari kehidupan berkelompok ini 
antara lain timbulnya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial atau 
masyarakat. Di dalam organisasi itu tiap anggota (individu) dapat memenuhi 
sebagian dari kebutuhannya antara lain menampakkan harga diri dan status 
sosialnya. 
Menurut Malayu Hasibuan (2011:69) mengemukakan bahwa pengembangan 
adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual, 
dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui 
pendidikan dan latihan.  
Berbicara mengenai pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya 
dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas 
meyangkut jumlah umber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa 
disertai kualitas yang baik menjadi beban pembangunan suatu bansa. Sedangka 
kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, 
baik kemampuan fisik maupun kemampuan nnon fisik (kecerdasan dan mental). 
Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, 
maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat 
utama. 
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Kualitas sumber daya manusia yang menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik 
(kualitas fisik) dan non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan 
bekerja berpikir, dan keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas 
daya manusia dapat diarahkan pada kedua aspek tersebut.  Untuk menentukan 
kualitas fisik dapat diupayakan melalui program peningkatan kesehatan dan gizi. 
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik, maka upaya pendidikan dan 
pelatihan sangat diperlukan upaya inilah yang dimaksud dengan 
pengembangansumber daya manusia.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
pengembangan sumber daya manusia (human resource development) secara 
makro, adalah: suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam 
rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini 
mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan smber daya manusia. 
Secara mikro, dalam arti lingkungan suatu unit kerja (Departemen atau organisasi 
yang lain), maka sumber daya manusia adalah: tenaga kerja atau pegawai di dalam 
suatu organisasi, yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. 
Fasilitas yang canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya 
suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan 
fasilitas tersebut. 
Di pihak lain, suatu organisasi di tenggah-tengah masyarakat mempunyai misi 
dan tujuan ini, sehingga direncanakan kegiatanatau program,, yang selanjutnya 
untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tersebut diperlukan tenaga 
yang professional atau yang berkualitas baik. Di samping itu, dengan ditemukan 
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peralatan dan fasilitas baru dan sebagainya, apabila organisasi tersebut ingin 
mengikuti arus perkembangan jaman, maka harus memiliki peralatan termaksud. 
Sebagai konsekuensinya, pegawai yang dimilki harus disesuaikan, minimal diberi 
pendidikan dan pelatihan agar pemakaian alat baru tersebut dapat efisien. Hal ini 
membuktikan bahwa sumber daya manusia dala suatu organisasi di lingkungan 
masyarakat memerlukan peningkatan atau pengembangan, agar mencapai hasil 
kerja yang optimal. 
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumberdaya manusia 
secara mikro adalah: suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan 
pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Hasil ini dapat 
berupa jasa, benda, atau uang. Dari batasan tersebut dapat diartikan bahwa proses 
pengembangan sumber daya manusia terdiri dari perencanaan (planning) 
pendidikan dan pelatihan (education and training), dan pengelolaan (management).  
II.1.2 Pengertian Pengembangan 
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi 
operasional MSDM yang berisi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kompetensi pegawai melalui peningkatan pengetahuan keterampilan, 
kemampuan dan aspek-aspek lainnya. Pengembangan sumber daya manusia ini 
penting dilaksanakan disebabkan adanya perubahan baik manusia, teknologi 
pekerjaan maupun organisasi (Mondy et. al., 1999) dalam Tjutju dan Suwanto 
(2013). 
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Pengembangan SDM tidak hanya terfokus pada pegawai yang baru direkrut, 
akan tetapi untuk pegawai yang sudah lama bekerja.  Menurut Flippo (1984) dalam 
Malayu Hasibuan pengembangan merupakan suatu proses yang terdiri dari: 
1) Pelatihan, untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk melakukan 
pekerjaan tertentu, dan  
2) Pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum, pengertian 
dan latar belakang.  
Ada dua kelompok besar yang harus dilatih adalah tenaga operasional dan 
para manajer. Operative training dapat dilakukan dengan cara on the job training, 
vestibule schools, apprenticeship program dan special courses. Tujuannya adalah 
agar dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, mempertinggi moral, dan 
mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas dari organisasi. Pengembangan manajer 
dapat dilakukan dengan cara membangun decision making skills, dan job 
knowledge. Selain itu dapat melalui special courses, pertemuan-pertemuan program 
membaca, proyek khusus dan tugas ari komite. 
Kemudian De Cenzo and Robbins (1996) dalam Tjutju dan Suwanto (2013) 
menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia terdiri dari: 
1. Pelatihan pegawai, adalah present-oriented training yang fokusnya adalah 
pegawai saat ini, 
2. Pengembangan pegawai, adalah future-oriented training yang fokusnya adalah 
pada pertumbuhan personal dari pegawai, 
3. Pengembangan karir, lebih lanjut De Cenzo dan Robbbins memberikan 
penekanan terhadap prinsip The Learning Curve, yaitu: 
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a. Nilai belajar akan semakin tinggi jika pelajarannya termotivasi 
b. Belajar memerlukan umpan balik 
c. Kebiasaan belajar akan cenderung berlangsung secara berulang jika ada 
factor pemaksaan 
d. Latihan akan meningkatkan performa 
e. Belajar dimulai dengan cepat kemudian akan menjadi stabil  
f. Pelajaran harus bisa ditransferkan ke pekerjaan. 
Senada dengan pendapat Milkovich and Boudreu (1997) dalam Tjutju dan 
Suwanto (2013), yang menyatakan bahwa pelatihan merupakan suatu proses 
sistematis untuk dapat memperoleh keahlian, peraturan-peraturan, konsep atau 
sikap-sikap yang akan menghasilkan kesesuaian antara karakteristik pegawai 
dengan permintaan perusahaan. Sedangkan pengembangan menurutnya adalah 
proses jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas dan motivasi pegawai agar 
dapat menjadi aset perusahaan yang berharga. Jadi pengembangan disini tidak 
hanya pelatihan tetapi juga karir dan berbagai pengalaman lainnya. 
Sedangkan Mondy, Noe and Premeaux (1999), menyatakan bahwa 
pengembangan SDM meliputi pelatihan (training), pengembangan (development), 
pengembangan karir (career development) dan penilaian kinerja (performance 
appraisal). Pelatihan dan pengembangan merupakan upaya manajemen yang 
terencana dan berkesinambunngan untuk memperbaiki tingkat kompetensi pegawai 
dan kinerja organisasi. Pelatihan (training) merupakan kegiatan yang dirancang 
memberikan kesempatan belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian 
yang diperlukan pada pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan 
16 
 
pekerjaannya. Sedangkan pengembangan (development) meliputi kesempatan 
belajar yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan 
keahlian (skill) yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dijalani. 
Pegembangan lebih difokuskan untuk dengan pertumbuhan dan perubahan 
organisasi. Pengembangan karir (career development) merupakan pendekatan 
formal yang digunakan organisasi untuk menjamin bahwa orang dengan kualifikasi 
tepat dan berpengalaman tersedia pada saat dibutuhkan. Penilaian kinerja 
(performance appraisal) adalah sistem formal dari review periodic dan evaluasi 
kinerja individu atau tim. 
Selanjutnya Haris (2000) dalam Tjutju dan Suwanto (2013), mengemukakan 
bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan rencana organisasi untuk 
meningkatkan tingkat kompetensi pegawai. Hal ini sangat penting karena adanya 
perubahan di tempat kerja dan angkatan kerja, menjaga persaingan dan 
memperbaiki produktivitas, dan keharusan dari perundang-undangan yang ada. 
Menurutnya kesuksesan suatu pelatihan ditentukan oleh reaksi peserta pelatihan 
(trainee), banyaknya pelajaran yang diterima, perubahan perilaku dalam bekerja, 
dan hasil konkret. 
Kemudian Robert L. Mathis and John H JJackson (2000) dalam Tjutju dan 
Suwanto (2013), menyatakan bahwa pengembangan dimulai dari pemberian 
orientasi pada tenaga kerja baru. Pelatihan kerja-keterampilan adalah bagian dari 
pelatihana dan pengembangan sumber daya manusia. Pekerjaan pasti akan 
berevolusi atau berubah, pelatihan yang berkesinambungan diperlukan untuk 
tanggap terhadap perubahan teknologi. Pengembangan semua tenaga kerja, 
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termasuk pengawasan dan manajer, diperlukan untuk menyiapkan organisasi 
menghadap tantangan ke depan. 
A. Ruky (2003) dalam Tjutju dan Suwanto (2013),  berpendapat bahwa 
program pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah usaha untuk 
meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam organisasinya. 
Usaha pengembangan sumber daya manusia tentunya bertujuan agar organisasi 
tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka 
menengah dan jangka pendek. Sebaliknya bagi karyawan sebuah program 
pengembangan sumber daya manusia dapat berarti: suatu proses belajar dan 
berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja 
mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan 
tanggung jawab yang akan datang. 
Noe (2005) dalam Tjutju dan Suwanto (2013), menyatakan bahwa pelatihan 
(training) merupakan upaya perusahaan yang terencana dalam memberikan 
kesempatan karyawan mempelajari kompetensi yang berhubungan dengan 
pekerjaan. Kompetensi meliputi pengetahuan, keahlian atau perilaku yang penting 
untuk mencapai prestasi kerja dengan sukses. Agar dapat meningkatkan 
keunggulan kompetitif (competitive advantage), maka pelatihan harus mencakup 
lebih dari pengembangan keahlian dasar. Sedangkan pengembangan 
(development) secara tradisional difokuskan pada karyawan tingkat manajemen, 
tetapi saat ini pengembangan menjadi lebih penting untuk seluruh karyawan.  
Pengembangan mengarah pada pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, 
dan penilaian kepribadian serta kemampuan yang membantu karyawan dalam 
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melaksanakan pekerjaan secara efektif baik pekerjaan sekarang atau masa depan 
dan perusahaan. 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa fungsi pengembangan merupakan suatu upaya manajemen untuk 
meningkatkan keahlian pengetahuan, dan kemampuan karyawan melalui pelatihan 
dan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. 
 
II.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan  
 Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah penting dalam 
rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan 
sumber daya manusia terarah dan terancana disertai pengelolaan yang baik dapat 
menghemat sumber daya alam, atau setidak-tidaknya pengelolaan dan pemakaian 
sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. Demikian pula 
pengembangan sumber daya manusia secara mikro di suatu organisasi sangat 
penting dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Baik seccara makro maupun 
secara mikro pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan bentuk 
investasi (human investment). 
 Dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia 
adalah suatu condition sine quanon, yang harus ada dan terjadi di suatu organisasi. 
Namun demikian dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ini 
perlu mempertimbangkan factor-faktor, baik dari dalam diri organisasi itu sendriri 
maupun dari luar organisasi yang bersangkutan (internal dan eksternal). 
a. Faktor Internal 
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Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat 
dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi yang 
bersangkutan. Secara terinci faktor-faktor tersebut antara lain: 
1. Misi dan Tujuan Organisasi  
Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapainya. 
Untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik, serta 
implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Pelaksanaan kegiatan atau 
program organisasi dalam rangka mencapai tujuan ini diperlukan kemampuan 
tenaga (sumber daya manusia), dan ini hanya dapat dicapai dengan 
pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. 
2. Strategi Pencapaian Tujuan 
Misi dan tujuan suatu organisasi mungkin mepunyai persamaan dengan 
organisasi lain, tetapi strategi untuk mencapai misi dan tujuan tersebut 
berbeda. Oleh sebab itu setiap organisasi mempunyai strategis tertentu. Untuk 
itu maka diperlukan kemampuan karyawannya dalam memperkirakan dan 
mengantisipasi keadaan di luar yang dapat mempunyai dampak terhadap 
organisasinya. Sehingga strategi yang disusunnya sudah memperhitungkan 
dampak yang terjadi di dalam organisasinya. Hal ini semua mempengaruhi 
pengembangan sumber daya dalam organisasi itu.  
3. Sifat dan Jenis Kegiatan 
Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya terhadap 
pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. 
Suatu organisasi yang sebagian besar melakasanakan kegiatan teknis, maka 
20 
 
pola pengembangan sumber daya manusianya akan berbeda dengan 
organisasi yang bersifat ilmiah misalnya. Demikian pula strategi dan program 
pengembangan sumber daya manusia akan berbeda antara organisasi yang 
kegiatannya rutin dengan organisasi yang kegiatannya memerlukan inovasi 
dan kreatif. 
4. Jenis Teknologi yang Digunakan  
Sudah tidak asing lagi bahwa setiap organisasi dewasa ini telah 
menggunakan teknologi yang bermacam-macam, dari yang paling sederhana 
sampai dengan yang palinng canggih. Hal ini perlu diperhitungkan dalam 
program pengembangan suumber daya manusia dalam organisasi tersebut.  
Pengembangan sumber daya manusia di sini diperlukan, baik untuk 
mempersiapkan tenaga guna menangani pengoperasian teknologi itu, atau 
mungkin untuk menangani terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang 
semula dilakukan oleh manusia. 
b. Faktor Eksternal 
Organisasi itu berada di dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh 
lingkungan di mana organisasi itu berada. Agar organisasi itu dapat melaksanankan 
misi dan tujuannya, maka ia harus memperhitungkan faktor-faktor eksternal 
organisasi itu. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain. 
1. Kebijaksanaan Pemerintah 
Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan 
melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat 
keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah 
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merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. 
Kebijaksanaan-kebijaksanan tersebut sudah barang tentun akan 
mempengaruhi program-program pengembangan sumber daya manusia 
dalam organisasi yang bersangkutan. 
2. Sosial Budaya Masyarakat  
Faktor social-budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh suatu 
organisasi. Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apapun didirikan 
untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial-budaya 
yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam mengembangkan sumber daya 
dalam suatu organisasi factor ini perlu dikembangan. 
3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar  organisasi dewasa ini 
telah sedemikian pesatnya. Sudah barang tentu suatu organisasi yang baik 
harus mengikuti arus tersebut. Untuk itu maka organisasi harus mampu untuk 
memilih teknologi yang tepat untuk organisasi. Untuk itu maka kemampuan 
karyawan organisasi harus diadaptasikan dengan kondisi tersebut. 
II.1.4 Prinsip Pengembangan 
Prinsip pengembangan adalah peningkatan kualitas dan kemampuan 
karyawan.  
Program Pengembangan, program adalah suatu jenis rencana yang konkrit 
karena di dalamnya tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan 
waktu pelaksanaan jelasnya suatu program sudah pasti dilakukan. Supaya 
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pengembangan ini mencapai hasil yang baik dengan biaya relative kecil hendaknya 
terlebih dahulu ditetapkan program pengembangan. 
Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan, 
prosedur, anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaannya. Program 
penngembangan harus berprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi 
kerja masing-masing karyawan pada jabatannya. Program pengembangan suatu 
organisasi hendaknya diinformasikan secara terbuka kepada semua karyawan atau 
anggota supaya mereka mempersiapkan dirinya masing-masing. 
II.1.5 Jenis-Jenis Pengembangan 
Adapun jenis pengembangan dikelompokkan atas: pengembangan secara 
informal dan pengembangan secara formal. 
a. Pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha 
sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku 
literature yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. 
Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut 
berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan 
kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja karyawan 
semakin besar, di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik. 
b. Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk 
mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun 
yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. 
Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan 
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saat ini ataupun masa datang, yang sifatnya nonkarier atau peningkatan karier 
seseorang karyawan. 
 
II.1.6 Peserta Pengembangan 
Adapun peserta yang akan mengikuti pengembangan dari suatu perusahaan 
menurut Malayu Hasibuan 2011:73 adalah karyawan baru dan lama, baik dia tenaga 
operasional atau karyawan manajerial. Yaitu: a) karyawan baru, yaitu karyawan 
yang baru diterima bekerja pada perusahaan. Mereka diberi pengembangan agar 
memahami, terampil, dan ahli dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga  para 
karyawan dapat bekerja lebih efisien dan efektif paa jabatan/pekerjaannya. 
Pengembangan karyawan baru perlu dilaksanakan agar teori dasar yang telah 
mereka kuasai dapat diimplementasikan secara baik dalam pekerjaannya, b) 
karyawan lama, yaitu karyawan lama oleh perusahaan ditugaskan untuk mengikuti 
pengembangan,, sepeerti pada Balai Pusat Latihan Kerja. Pengembangan 
karyawan lama dilaksanakan karena tuntutan pekerjaan, jabatan,, perluasan 
perusahaan, penggantian mesin lama dengan mesin baru, pembarua metode kerja, 
serta persiapan untuk promosi. Jelasnya pengembangan karyawan lama perlu 
dilaksanakn  agar para karyawan semakin memahami technical skill, human skill, 
conceptual skill, dan managerial skill, supaya moral kerja dan prestasi kerjanya 
meningkat. 
II.1.7 Proses Pengembangan 
Proses atau langkah-langkah pengembangan hendaknya dilakukan sebagai 
berikut: 
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a. Sasaran  
Setiap pengembangan harus terlebih dahulu ditetapkan secaran jelas 
sasaran yang ingin dicapai. Apakah sasaran pengembangan untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan 
pekerjaan (technical skills) ataukah untuk meningkatkan kecakapan 
memimpin (managerial skills dan conceptual skills). 
Penetapan sasaran harus didasarkan kepada kebutuhan jabatan atau 
pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. 
b. Kurikulum  
Kurikulum atau mata pelajaran yang akan diberikan harus mendukung 
tercapainya sasaran dari pengembangan itu.  
Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam pertemuan, 
metode pengajaran, dan sistem evaluasinya harus jelas agar sasaran dari 
pengembangan itu optimal. 
c. Sarana 
Mempersiapkan tempat dan alat-alat yang akan digunakan dalam 
pelakasanaan pengembangan. Penyediaan tempat dan alat-alat harus 
didasarkan pada prinsip ekonomi serta berpedoman pada sasaran 
pengembanganyang ingin dicapai. Misalnya: tempat pengembangan 
hendaknya strategis , tenang, nyaman, dan tidak mengganggu lingkungan. 
Mesin-mesin yang digunakan dalam pengembangan sama jenisnya 
dengan mesin yang akan digunakan dalam bekerja pada perusahaan. 
d. Peserta  
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Menetapkan syarat-syarat dan jumlah peserta yang dapat mengikuti 
pengembangan. Misalnya usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan latar 
belakang pendidikannya. Peserta pengembangan sebaiknya mempunyai 
latar belakang yang relatif homogen dan jumlahnya ideal, supaya 
kelancaran pengembangan terjamin. 
e. Pelatih 
Menunjukan pelatih atau instruktur  yang memenuhi persyaratan untuk 
mengajarkan setiap mata pelajaran. Sehingga sasaran pengembangan 
tercapai. Peningkatan pelatih dan instruktur harus berdasarkan 
kemampuan objektif (teoretis dan praktis) bukan didasarkan kepada kawan 
atau saudara. Dengan pelatih yang qualified akan menghasilkan anak didik 
yang baik. 
f. Pelaksanaan  
Melaksanakan proses belajar-mengajar artinya setiap pelatih 
mengajarkan materi pelajaran kepada peserta pengembangan. Proses 
belajar-mengajar harus  diakhiri dengan ujian atau evalusi untuk 
mengetahui sasaran pengembangan tercapai atau tidak. 
 
II.1.8 Tujuan Pengembangan 
Menurut Malayu Haibuan Pengembangan Karyawan bertujuan dan 
bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang 
mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilakan perusahaan. Tujuan pengembangan 
hakikatnya menyangkut hal-hal berikut: 
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a. Produktivitas Kerja 
Dengan demikian, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, 
kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, human 
skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. 
b. Efisiensi  
Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 
tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. 
Pemborosan berkurang, biaya produksi relative kecil sehinngga daya saing 
perusahaan semakin besar. 
c.  Kerusakan  
Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan 
barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawann semakin ahli dan 
terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. 
d.  Kecelakaan 
Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan 
karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan 
berkurang. 
e. Pelayanan 
Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih 
baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian 
pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi 
rekanan-rekanan perusahaan bersangkutan. 
f. Moral 
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Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena 
keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga 
mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.  
g. Karier  
Dengan pengembanngan, kesempatan untuk meningkatkan karier 
karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi 
kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian 
dan prestasi kerja seseorang. 
h. Konseptual 
Dengan pengembangan, manajemer semakin cakap dan cepat dalam 
mengambil keputusan yang lebih baik, karena technical skill, dan managerial 
skill-nya lebih baik.  
i. Kepemimpinan 
Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih 
baik, human relations-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga 
pembinaan kerja sama vertical dan horizontal semakin harmonis. 
j. Balas Jasa  
Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah insentif, dan benefits) 
karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. 
k. Konsumen 
Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi 
masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau 
pelayanan yang lebih bermutu. 
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II.1.9 Metode-Metode Pengembangan 
Pelaksanaan pengembangan (training and education) harus didasarkan pada 
metode-metode yang telah ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan. 
Program pengembangan ditetapkan oleh penanggung jawab pengembangan, yaitu 
manajer personalia dan atau suatu tim. Dalam program pengembangan telah 
ditetapkan sasaran, proses, waktu, dan metode pelaksanaannya. Supaya lebih baik 
program ini hendaknya disusun oleh manajer personalia dan atau suatu tim serta 
mendapat saran, ide, maupun kritik yang bersifat konstruktif. Metode-metode 
pengembangan harus didasarkan kepada sasaran yang ingin dicapai.  
Sasaran pengembangan karyawan adalah: 
a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan 
atau technical skills; 
b. Meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta mengambil keputusan 
atau managerial skills dan conseptual skills. 
Metode Pengembangan terdiri atas: 
1. Metode latihan dan training; 
2. Metode pendidikan atau education. 
Latihan/training diberikan kepada karyawan operasional, sedangkan 
pendidikan/education diberikan kepada karyawan manajerial. 
1. Metode Latihan atau Training 
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Metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan 
tergantung pada berbagai factor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat 
pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta, dan lain-lain. 
Metode-metode latihan menurut Andrew F. Sikula (Malayu Hasibuan 
:2011) : 
a. On the job 
Para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru 
suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Metode latihan 
dibedakan dalam 2 cara. 
1. Cara informal yaitu pelatih menyuruh peserta latihan untuk 
memperhatikan orang lain yang sedang melakukan pekerjaan, 
kemudian ia diperintahkan untuk mempraktekkannya. 
2. Cara formal yaitu supervisor menunjuk seorang karyawan senior untuk 
melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya para peserta latihan 
melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan 
karyawan snior. 
On the job training dapat pula latihan dilakukan dengan menggunakan 
bangan, gambar, pedoman, contoh yang sederhana, demonstrasi, dan 
lain-lain. Kebaikan cara on the job training ini ialah peserta belajar 
langsung pada kenyataan pekerjaan dan peralatan. Adapun keburukannya 
adalah pelaksanaan sering tidak teratur (tidak sestematis) dan kurang 
efektif jika pengawas kurang pengalaman. 
b. Vestibule 
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Vestibule adalah metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau 
bengkel yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri 
untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih 
mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Melalui percobaan dibuat suatu 
duplikat dari bahan, alat-alat, dan kondisi yang akan mereka temui dalam 
situasi kerja yang sebenarnya. 
c. Demonstration and Example 
Demonstration and Example adalah metode latihan yang dilakukan 
dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan 
sesuatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan yang 
didemonstrasikan. 
Demonstrasi merupakan metode latihan yang sangat efektif karena 
peserta melihat sendiri teknik mengerjakannya dan diberikan penjelasan-
penjelasannya bahkan jika perlu boleh dicoba mempraktekannya. 
Dalam banyak hal, dengan menunjukkan bagaimana seseorang harus 
mengerjakan tugasnya adalah lebih mudah daripada menceritakan atau 
menyuruhnya mempelajari langkah-langkah pengerjaannya. Biasanya 
demonstrasi dilengkapi dengan gambar, teks, diskusi, video, dan lain-lain. 
d. Simulation 
Simulasi merupakan situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip 
mungkin dengan situasi sebenarnya tapi hanya merupakan tiruan saja. 
Simulasi merupakan pakan suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin 
terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpainnya. 
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e. Apprenticeship 
Metode ini adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian 
pertukangan sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat 
mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. 
f. Classroom methods 
Metode pertemuan dalam kelas meliputi lecture (pengajaran) 
conference (rapat), programmed instruction, metode studi kasus, role 
playing, metode diskusi, dan metode seminar. 
2. Metode Pendidikan (Education Method) 
Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian 
dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Seorang 
manajer yang efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal. 
Hal inilah yang memotivasi perusahaan memberikan pedidikan terhadap 
karyawan manajerialnya. 
Metode pendidikan/development menurut Andrew F. Sikula (1981:243) 
adalah sebagai berikut: 
a. Training methods atau classroom method 
Training methods merupakan metode latihan di dalam kelas yang juga 
dapat digunakan sebagai metode pendidikan (development), karena 
manajer adalah juga karyawan. Latihan dalam kelas seperti rapat 
(conference), studi kasus (case study), ceramah (lecture), dan role playing. 
b. Understudies 
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Under study adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan 
praktek langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan 
jabatan atasannya. Di sini calon disiapkan untuk mengisi jabatan tempat ia 
berlaith apabila pimpinannya berhenti. Jadi, merupakan on the job training, 
tetapi under study biasanya untuk jabatan kepemimpinan. 
c. Job rotation and planned progression 
Job rotation adalah teknik penngembangan yang dilakukan dengan 
cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara 
periodik untuk menambah keahlian dan kecakapannya pada setiap 
jabatan. Dengan demikian, ia dapat mengetahui dan menyelesaikan 
pekerjaan pada setiap bagian. Jika ia dipromosikan, ia telah mempunyai 
pengetahuan luas terhadap semua bagian pada perusahaan 
bersangkutan, sehingga tidak canggung dalam kepemimpinannya.  
Teknik pelaksanaan planned progression sama dengan job rotation. 
Letak perbedaannya adalah setiap pemindahan tidak diikuti dengan 
kenaikan pangkat dan gaji, tetapi tugas serta tanggung jawban semakin 
besar. 
d. Coaching-counseling 
Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan 
mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. Dalam 
metode ini, supervisor diperlukan sebagai petunjuk untuk memberitahukan 
kepada para peserta mengenai tugas yang akan dilaksanakan dan 
bagaimana cara mengerjakannya. 
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Counseling adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi 
antara pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti 
keinginannya, ketakutannya, dan aspirasinya. 
TABEL II.1.9.1 
Perbedaan coaching dan counseling 
 
Coaching Counseling 
1. Dilakukan untuk pegawai 
langsung 
2. Berhubungan dengan 
pekerjaan/ jabatan-jabatan 
3. Jangka waktunya panjang 
4. Sering dilakukan 
5. Hubungan merupakan 
hubungan lini atau perintah 
6. Ditujukan kepada semua 
pegawai 
1. Dilakukan untuk pejabat/ 
manajer 
2. Berhubungan dengan 
masalah pribadi 
3. Jangka waktunya singkat 
4. Jarang dilakukan 
5. Hubungan merupakan 
hubungan staf atau bukan 
perintah 
6. Ditujukan pada pegawai 
tertentu saja 
Sumber : Manajemen Sumber Daya Manusia (Malayu Hasibuan :2011) 
e. Junior board of executive or multiple management 
Merupakan suatu komite penasihat tetap yang terdiri dari calon-calon 
manajer yang kemudian direkomendasikan kepada manajer lini (Top 
Management). Komite penasihat ini hanya berperan sebagai  staf. 
Kebaikannya: 
1. Biaya pendidikan murah; 
2. Mempermudah mendapatkan pengalaman praktis; 
3. Membantu pencarian manajer yang berbobot. 
Kelemahannya: 
1. Pendidikan waktunya cukup lama; 
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2. Perumusan masalah sering bertele-tele. 
f. Committee assignment 
Yaitu komite yan dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan 
menganalisis, dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan. 
Ditentukan berbagai bentuk komite, yaitu: 
1. Komite formal dan informal; 
2. Komite tetap dan sementara; 
3. Komite eksekutif dan staf. 
g. Business games 
Business games (permainan bisnis) adalah pengembangan yang 
dilakukan dengan diadu untuk bersaingan memecahkan masalah tertentu. 
Permainan disusun dengan aturan-aturan tertentu yang diperoleh dari 
teori ekonomi atau studi operasi-operasi bisnis. 
Contohnya: kelompok-kelompok tersebut ditugaskan mengambil 
keputusan tepat dan cepat tentang harga pokok produksi, jumlah produksi, 
dan cara pemasaran barnag. Tujuannya untuk melatih para peserta dalam 
mengambil keputusan yang baik pada situasi/kondisi dan objek tertentu.  
h. Sensitivity training 
Sensitivity training dimaksudkan untuk membantu para karyawan agar 
lebih mengerti tentnag diri sendiri, menciptakan pengertian yang lebih 
mendalam di antara para karyawan, dan mengembangkan keahlian setiap 
karyawan yang spesifik. Dengan kata lain, para peserta diharapkan untuk 
35 
 
belajar bagaimana cara bekerja yang lebih efektif sebagai anggota tim dan 
bagaimana melaksanakan perannya dengan baik.  
i. Other development method 
Metode lain ini digunakan untuk tujuan pendidikan terhadap manajer, 
misalnya teori X dan teori Y yang dikemukakakn oleh Douglas Mc. Gregor. 
Kesimpulannya ialah setiap metode pengembangan harus dapat 
meninngkatkan keahlian, keterampilan, kecakapan, dan kualitas agar 
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya lebih efektif dan menccapai 
prestasi kerja optimal. 
TABEL II.1.9.2 
Perbedaan latihan dengan pendidikan 
 
Perbedaan Latihan Pendidikan 
1. Peserta 
2. Tujuan 
3. Metode 
4. Waktu 
5. Biaya 
6. Tempat 
Karyawan operasional 
Technical skills 
Metode latihan 
Jangka pendek 
Relative kecil 
Lapangan praktek 
Karyawan manajerial 
Managerial skills 
Metode pendidikan 
Jangka panjang 
Relatif besar  
Di dalam kelas 
Sumber : Manajemen Sumber Daya Manusia (Malayu Hasibuan :2011) 
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II.1.10 Kendala-Kendala Pengembangan 
Kendala-kendala pengembangan (development) yang dilaksanakan selalu 
ada dan kita harus berusaha membenahi pengaruh kendala-kendala tersebut. 
Kendala-kendala pengembangan akan menghambat lancarnya pelaksanaan latihan 
dan pendidikan, sehingga sasaran yang tercapai kurang memuaskan. 
Kendala-kendala penngembangan bberkaitan dengan peserta, pelatih atau 
instruktur, fasilitas pengembangan, kurikulum, dan dana pengembangan. 
a. Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau 
heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan usianya. 
Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan latihan 
dan pendidikan karena daya tangkap persepsi, dan daya nalar mereka 
terhadap pelajaran yang diberikan berbeda. 
b. Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap mentransfer pengetahuannya 
kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Akibantya, sasaran 
yang diingkan tidak tercapai. Misalnya, ada pelatih yang ahli dan pintar tetapi 
tidak dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif atau teaching skill-nya 
tidak efektif, jadi dia hanya pintar serta ahli  untuk dirinya sendiri. 
c. Fasilitas pengembangan, fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang 
dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. 
Misalnya, buku-buku, alat-alat, dan mesin-mesin, yang akan digunakan untuk 
praktek kurang atau tidak ada. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat 
lancarnya penembangan. 
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d. Kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang 
serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh 
pekerjaan atau jabatan peserta bersangkutan. Untuk menetapkan kurikulum 
dan waktu mengajarkan yang tepat sangat sulit. 
e. Dana pengembangan, dana yang tersedia untuk pengembangan sangat 
terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun 
sarananya kurang  memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 
 
II.2 Pendidikan dan Pelatihan 
II.2.1 Pengertian Pendidikan  
Pengertian Pendidikan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pendidikan adalah usaha 
untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi 
peranannya di masa yang akan datang. 
Dengan memperhatikan pengertian pendidikan seperti yang dikemukakan di atas, 
maka dapat dikatakan bahwa peran pendidikan adalah sebagai landasan untuk 
membentuk, mempersiapkan, membina dan mnegembangkan kemampuan sumber 
daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di masa 
yang akan datang. 
Apabila dilihat dari pendekatan sistem, maka proses pendidikan terdiri dari masukan 
(sarana pendidikan) dan keluaran (perubahan perilaku), serta factor yang mempengaruhi 
proses pendidikan yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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1. Perangkat lunak (software), yang mencakup antara lain kurikulum, organisasi 
pendidikan, peraturan, metode belajar, dan lain-lainnya. 
2. Perangkat keras (hardware), yaitu fasilitas yang mencakup: gedung, perpustakaan, 
alat bantu peraga, dan sebagainya. Sedarmayanti (dalam sutrisno, 2009: 63-64). 
Kualitas pendidikan menurut kajian sistem Coombs dalam sutrisno 2009 dapat dilihat 
secara sistematik, yang diawali dengan masukan-proses-keluaran, seperti tertera pada 
Gambar II.2.1.  
 
Gambar II.2.1 
Proses Pendidikan 
INSTRUMEN INPUT 
Masukan   Proses    Keluaran 
 
 Society 
 Umpan balik 
 
               
Dengan menggunakan model kajian tersebut, maka dapat dilihat keseluruhan aspek 
yang terlibat dalam permasalahan kualitas ini. Kualitas masukan, menyangkut mutu 
masukan diukur dari kriteria penerimaan siswa atau mahasiswa (peserta didik). Masukan 
rendah apabila di bawah standar minimal, dan masukan itu akan berkualitas apabila di atas 
standar minimal yang telah ditetapkan. Standar tersebut sifatnya relatif. Kualitas proses 
adalah mutu keseluruhan faktor yang terlibat dalam proses pendidikan, manajemen, 
sumber belajar, dan terbatasnya biaya untuk proses. 
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Kualitas keluaran, menyangkut hasil proses sistem. Keluaran itu rendah atau tinggi 
mutunya bilamana di bawah atau di atas standar yang telah di tetapkan, bilamana standar 
itu memang ada. Tercapainya keluaran tidak hanya ditentukan oleh pihak peserta didik 
sebagai masukan (raw input) sedarmayanti (dalam sutrisno, 2009). Untuk mengubah 
masukan menjadi keluaran sebagaimana dikehendaki, ditentukan pula oleh proses. Di 
dalam proses termaksud mencakup antara lain: 
1. Bagaimana program pendidikan tersusun (kerangka acuan, kurikulum dan silabus, 
metode pemberian pelajaran, sistem pencatatan, pemantauan, pelaporan, dan 
sebagainya).  
2. Bagaimana pendayagunaan sarana dan prasarana, baik fisik maupun nonfisik, 
manusia maupun nonmanusia, termasuk biaya, sarana dan prasarana, gedung, dan 
informasi. Bagaimana sistem koordinasi untuk membina keterpaduan, integrasi, dan 
sinkronisasi (KIS) serta evaluasinya. 
Di dalam masukan maupun keluaran peserta didik di dalamnya termasuk pula: 
1. Masukan lingkungan, baik fisik (lokasi, lingkungan alam, dan sebagainya), maupun 
nonfisik (landasan falsafah, IPOLEKSOSBUD, dan sebagainya). 
2. Masukan wahana atau instrument input, termasuk peraturan perundang-undangan 
(dari yang tertinggi sampai yang terendah). Dengan penjelasan: 
Terwujudnya suatu sistem manajemen terpadu yang perlu diterapkan untuk 
mengupayakan keberhasilan misi pendidikan.  
Pendidikan sebagai totalitas interaksi manusia untuk pengembangan manusia 
seutuhnya, dan pendidikan merupakan proses yang terus-menerus yang senantiasa 
berkembang, dengan dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber, oleh karena itu 
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perlu diterapkan suatu sistem manajemen yang memungkinkan keberhasilan misi 
pendidikan.  
Peserta pendidikan yang merupakan masukan, setelah mengalami proses 
pendidikan dengan memanfaatkan tujuan pendidikan, yaitu sumber daya dan kurikulum 
yang ada, menghasilkan keluaran berupa kemampuan tertentu, sehingga dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa perubahan tingkah laku termasuk di dalamnya 
pengetahuan, sikap, tindakan, penampilan dan sebagainya. 
Investasi sumber daya manusia tersebut demikian pentingnya, sehingga dapat 
dikatakan bahwa apabila suatu organisasi ingin tumbuh dan berkembang, perlu 
melakukan investasi sumber daya manusia.  Wahana yang diakui paling efektif untuk 
memenuhi kebutuhan mental spiritual, sepanjang ditinjau dari segi pengembangan 
sumber daya manusia adalah melalui kegiatan pendidikan. 
 
II.2.2 Pengertian Pelatihan 
Berbagai riset menunjukkan bahwa pelatihan yag efektif secara signifikan 
berpengaruh terhadap proses kerja yang luar biasa pesatnya. Menurut Ivancevich (dalam 
sutrisno, 2009) mendefinisikan pelatihan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 
kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan 
dijabatnya segera. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang 
diperlukan  untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa 
sekarang dan membantu karyawan untuk menguasai keterampilan dalam pekerjaannya. 
Adapun menurut sikula (dalam sutrisno, 2009), mengatakan pelatihan merupakan proses 
pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang 
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mana tenaga kerja nonmanajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis 
untuk tujuan-tujuan tertentu. 
Menurut Wexley dan Yulk (dalam sutrisno, 2009), ada tiga alasan mengapa latihan 
personel itu perlu diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan, di antarannya: 
a. Seleksi personel tidak selalu menjamin akan personel tersebut cukup terlatih dan bisa 
memenuhi persyaratan pekerjaannya secara tepat. Kenyataannya banyak di 
antaranya mereka harus mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap 
yang diperlukan setelah mereka diterima dalam pekerjaan. 
b. Bagi personel yang sudah senior kadang-kadang perlu ada penyengaran dengan 
latihan-latihan kerja. Hal ini disebabkan berkembangnnya kapasitas pekerjaan, cara 
mengoperasikan mesin-mesin dan teknisnya, untuk promosi maupun mutasi. 
c. Manajemen sendiri menyadari bahwa program pelatihan yang efektif dapat 
meningkatkan produktivitas, mengurangi absen, mengurangi labour turn over, dan 
meningkatkan kepuasan kerja. 
Karyawan yang mengikuti pelatihan tanpa adanya minat padanya sudah tentu 
tidak akan membawa hasil kerja yang memuaskan. Sebaliknya, dengan timbulnya 
minat, maka perhatiannya terhadap pelatihan yang dijalaninnya akan semakin besar 
As’ad (dalam sutrisno, 2009). Oleh karena itu, sebelum karyawan menjalani 
pelatihan, hendaknya kepada mereka diberikan penjelasan mengenai arti dan tujuan 
pelatihan terlebih dahulu. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka para 
karyawan yang akan mengikuti pelatihan akan termotivasi untuk mengikutinya. 
Terdapat dua hal yang harus diperhatikan pelaku bisnis untuk mencapai pelatihan 
yang efektif. Pertama, memerhatikan posisi pelatihan dalam proses bisnis, dan 
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kedua, berkaitan dengan tahapan-tahapan pemrograman dan pengimplementasian 
pelatihan. Dalam konteks strategi manajemen masa kini, penggunaan teknologi tidak 
dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, setiap karyawan dituntut dapat menguasai 
penggunaan teknologi dengan berbagai macam bentuk.  
Dengan posisi sebagai elemen penting dalam manajemen strategis, eksistensi 
pelatihan mendapat semacam nilai tambah khususnya berkenaan dengan persepsi 
manajer. Menurut Richardson (dalam sutrisno, 2009), perencanaan strategi yang 
melibatkan pelatihan meliputi berbagai komponen, yaitu: 
1. Menentukan tingkat skill karyawan saat ini. 
2. Meyeleksi tempat yang paling fleksibel dan menjadwalkan program. 
3. Memilih metode pelatihan yang paling tepat. 
4. Mengumpulkan dan mengembangkan materi pelatihan. 
5. Mengevaluasi pelatihan. 
Pelatihan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk meningkatkan 
kompetensi karyawan. Di samping itu, program pelatihan tidaklah memperhitungkan 
apakah perusahaan berskala besar atau kecil.  Pelatihan juga bukan merupakan 
pemborosan mengingat hasil atau manfaatnya jauh lebih besar dari pada biaya atau 
waktu yang harus disediakan. Pelatihan merupakan sarana ampuh mengatasi bisnis 
masa depan yang penuh dengan tantangan dan mengalami perubahan yang 
sedemikian cepat. Pelatihan efektif dapat dicapai dengan pemosisian program 
pelatihan secara utuh dalam kerangka perencanaan manajemen strategis dan 
dilakukan tahapan-tahapan yang teratur. 
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Jadi dapat disimpulakan bahwa pengembangan SDM akan membantu perusahaan 
mempersiapakan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan strategi yang 
sedang dijalankan. Penentuan ketetapan kriteria tenaga kerja ini berdasarkan pada strategi 
perusahaan. Untuk itulah, maka akan dibahas juga mengenai strategi perusahaan disertai 
dengan visi dan misinya.  
Menurut Daryanto dan Bintoro (2014:143) setiap kegiatan dibidang pendidikan dan 
pelatih pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk meningkatakan pengetahuan 
(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude), atau disingkat dengan istilah KSA 
atau sering juga disebut kompetensi. Agar menghasilkan kinerja yang berhasilguna dan 
berdayaguna. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan sebagai upaya 
untuk mengulangi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan yang disebabkan 
kemampuan teknis (technical skill), atau kurangnya kemampuan manajerial (managerial 
skill). 
Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup, 
sepanjang kegiatan manusia, yang dilakukan secara sadar. Proses pendidikan sebagai 
proses pembelajaran tidak terhenti atau selesai setelah tamat sekolah atau pendidikan 
formal. Setiap yang kita lakukan mengandung unsur belajar. Apa yang kita pikirkan dan 
dilakukan di masa lalu, apa yang kita pikirkan dan lakukan pada saat ini dan apa kita pikirkan 
dan rencanakan untuk masa mendatang, semuanya menunjukkan proses belajar. Selama 
ini kita tidak melihat atau menganggap hal itu sebagai suatu “pengalaman belajar” atau 
suatu “situasi belajar” karena pemahamana kita tentang belajar atau proses diklat telah 
dibatasi dengan pandangan ssempit, yaitu identic dengan sekolah atau pelatihan didalam 
kelas (in the class room training). Padangan yang benar tentang proses belajar, serta 
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pergeseran paradigm diklat, harus menjiwai pengelolaan diklat atau manajemen diklat. 
Dalam pelakasanaannya, sejak awal program diklat harus sudah dirancang untuk 
pemenuhan kebutuhan learner. Hal ini sejalan dengan prinsip mutu, yaitu orientasi pada 
pemenuhan kebutuhan pelanggan. 
 
II.3 Aparatur Sipil Negara 
Definisi Aparatur Sipil Negara ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan perumusan sebagai berikut: 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
II.3.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil 
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat 
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian 
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kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 
tugaspemerintahan. 
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkanPegawai ASN 
yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme. Sedangakan Sistem Informasi 
ASN adalah rangkaian informasi dan datamengenai Pegawai ASN yang disusun 
secara sistematis,menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.  
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi padainstansi 
pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik sertaadministrasi pemerintahan dan 
pembangunan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsidan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi 
pemerintah. Komisi ASN (KASN) adalah lembaga nonstructural 
yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan 
melakukan pengkajian dan diklat ASN. Badan Kepegawaian Negara (BKN)adalah 
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewnangan 
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melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional. 
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yangberdasarkan pada 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adildan wajar dengan tanpa 
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 
kelamin, status pernikahan,umur, ataupun kondisi kecacatan. 
II.3.2 Jenis dan Kedudukan ASN 
1. Pegawai ASN terdiri atas: 
a. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai 
secaranasional; 
b. PPPK,merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan 
perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 
kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. 
2. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara 
a. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 
Instansi Pemerintah. 
b. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan 
dan partai politik. 
 
II.3.3 Fungsi, Tugas, dan Peran ASN 
1. Pegawai ASN berfungsi sebagai: 
a. pelaksana kebijakan publik; 
b. pelayan publik; dan 
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c. perekat dan pemersatu bangsa 
2. Pegawai ASN bertugas: 
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat 
PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; 
c. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. 
3. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan 
pengawaspenyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunannasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 
publik yangprofesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari 
praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme. 
 
II.3.4 Jabatan ASN 
1. Jabatan ASN terdiri atas: 
a. Jabatan Administrasi terdiri atas: 
1. jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan 
seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 
2. jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksan 
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3. jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 
b. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan 
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. 
1. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: 
a. ahli utama; 
b. ahli madya; 
c. ahli muda; dan 
d. ahli pertama. 
2. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: 
a. penyelia; 
b. mahir; 
c. terampil; dan 
d. pemula 
c. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiriatas: 
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; 
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan 
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
 
II.4 Kerangka Konsep  
Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 
pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian.  
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Kerangka  pemikiran  merupakan penjelasan  terhadap  hal-hal  yang menjadi  objek  
permasalahan  dan  disusun  berdasarkan  tinjauan  pustaka  dan hasil penelitian yang 
relevan. Evaluasi hasil pengembangan disusun atas dasar analisa lingkungan serta 
proses pengembangan yang diikuti pegawai melalui diklat dalam hal ini pegawai di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Suatu Proses pengembangan menurut Malayu 
Hasibuan hendaknya dilakukan dengan proses atau langkah-langkah pengembangan  
dengan memenuhi adanya:  
a. Sasaran  
Setiap pengembangan harus terlebih dahulu ditetapkan secaran jelas sasaran 
yang ingin dicapai. Apakah sasaran pengembangan untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan (technical skills) 
ataukah untuk meningkatkan kecakapan memimpin (managerial skills dan 
conceptual skills). 
Penetapan sasaran harus didasarkan kepada kebutuhan jabatan atau 
pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. 
b. Kurikulum  
Kurikulum atau mata pelajaran yang akan diberikan harus mendukung 
tercapainya sasaran dari pengembangan itu.  
Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode 
pengajaran, dan sistem evaluasinya harus jelas agar sasaran dari pengembangan 
itu optimal. 
c. Sarana 
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Mempersiapkan tempat dan alat-alat yang akan digunakan dalam 
pelakasanaan pengembangan. Penyediaan tempat dan alat-alat harus didasarkan 
pada prinsip ekonomi serta berpedoman pada sasaran pengembanganyang ingin 
dicapai. Misalnya: tempat pengembangan hendaknya strategis , tenang, nyaman, 
dan tidak mengganggu lingkungan. Mesin-mesin yang digunakan dalam 
pengembangan sama jenisnya dengan mesin yang akan digunakan dalam bekerja 
pada perusahaan. 
d. Peserta  
Menetapkan syarat-syarat dan jumlah peserta yang dapat mengikuti 
pengembangan. Misalnya usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan latar 
belakang pendidikannya. Peserta pengembangan sebaiknya mempunyai latar 
belakang yang relatif homogen dan jumlahnya ideal, supaya kelancaran 
pengembangan terjamin. 
e. Pelatih 
Menunjukan pelatih atau instruktur yang memenuhi persyaratan untuk 
mengajarkan setiap mata pelajaran. Sehingga sasaran pengembangan tercapai. 
Peningkatan pelatih dan instruktur harus berdasarkan kemampuan objektif 
(teoretis dan praktis) bukan didasarkan kepada kawan atau saudara. Dengan 
pelatih yang qualified akan menghasilkan anak didik yang baik. 
f. Pelaksanaan  
Melaksanakan proses belajar-mengajar artinya setiap pelatih mengajarkan 
materi pelajaran kepada peserta pengembangan. Proses belajar-mengajar harus 
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diakhiri dengan ujian atau evalusi untuk mengetahui sasaran pengembangan 
tercapai atau tidak. 
Untuk lebih memperjelas kerangka pemikiran ini, maka penulis sajikan dalam 
bentuk gambar seperti di bawah ini: 
Gambar III.3.1: Kerangka Konsep 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1.  Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian 
yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk 
mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan menganalisis evaluasi 
pengembangan pegawai yang pernah mengikuti diklat di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar. 
Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara yang 
kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan menggunakan 
teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh data maka hubungan 
peneliti dengan narasumber/informan bersifat independen. 
III. 2. Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe penelitian 
deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau 
menghubungkan dengan variabel yang lainnya. 
Maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk 
memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu 
tentang pengembangan pegawai yang pernah mengikuti diklat di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar. 
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III. 3. Lokasi Penelitian 
 Adapun lokasi penelitian ini yaitu di KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR 
di Jl. Perintis Kemerdekaan KM13 Daya Kota Makassar, alasan memilih KANTOR 
IMIGRASI KELAS I MAKASSAR karena Kantor ini berkenaan langsung dengan 
Pelayanan Publik sehingga Aparatnya Perlu pengembangan kapasitas dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan memberikan pelayanan yang baik.  
III. 4. Unit Analisis 
 Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analasis 
ini didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk medeskripsikan penelitian 
mengenai bagaimana pengembangan pegawai yang pernah mengikuti diklat di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar. 
III. 5. Jenis dan Sumber Data 
Menurut Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 
lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber 
data, yaitu : 
 1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang 
diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 
  2. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literature dan 
dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan dengan 
permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan 
bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. 
 
III. 6.  Informan 
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk 
memberikan informasi tentang bagaimana pengembangan pegawai yang pernah 
mengikuti diklat di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi :  
1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
3. Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
4. Kepala Urusan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
 
III. 7. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh data dalam penelitian, peneliti melakukan teknik 
pengumpulan  data yang merupakan langkah paling  utama  dari  penelitian. Untuk 
memperoleh data adapun sumber data dari penelitian ini adalah : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data 
(peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapat data tersebut peneliti terjun 
langsung kelapangan dengan cara wawancara mendalam kepada masyarakat yang 
telah mengalami berinteraksi langsung dengan pencaloan dalam membuat paspor, 
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cara lain adalah dengan cara observasi ke lokasi yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar. 
a.  Wawancara 
 
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung 
terhadap informan atau responden. Peneliti menggunakan handphone dengan 
aplikasi voice recorder untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga 
menggunakan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk menulis hal-hal penting yang 
disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam 
bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dll. 
Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur). Dalam hal wawancara 
formal, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. 
b.  Observasi 
 
Observasi yakni metode yang menitikberatkan pada pengamatan langsung di 
lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai bagaimana 
evaluasi pengembangan pegawai yang pernah mengikuti diklat di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar. 
Dalam penelitian observasi ini, peneliti menggunakan seluruh alat indera untuk 
mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi. Alat-alat yang digunakan 
dalam   observasi yaitu buku dan ballpoint untuk mencatat kejadian- kejadian  
penting  dan  peneliti  juga menggunakan  mechanical  devices  seperti handphone 
untuk memotret kejadian-kejadian yang terjadi (jika memungkinkan). 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
objek penelitian. Data yang digunakan adalah data kepustakaan. Data kepustakaan 
adalah mengumpulkan data-data dan informasi yang terdapat diruangan 
perpustakaan, seperti buku, majalah, koran, dokumen, catatan,  kisah- kisah sejarah, 
dll. Peneliti menggunakan data dari koran, dokumen, buku, dan catatan. 
III. 8. Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan 
sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data 
peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman 
yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang       
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk 
menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang 
diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di 
lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk 
memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah 
yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk 
naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam 
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mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian 
disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing/verivication), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan  secara 
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Keadaan Wilayah Kota Makassar 
Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 
kota Makassar adalah  199,26 km2. Letak geografis kota Makassar 
adalah 5°8′LU 119°25′BT. Makassar terletak di pesisir barat daya 
Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah 
barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Marosdi 
sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Pada tahun 2013 tercata 
bahwa jumlah penduduk kota Makassar adalah 1.612.413 jiwa yang semakin 
tahunnya mengalami peningkatan.   
Kota Makassar juga memiliki 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan, 
antaralain 14 kecamatan itu adalah : 
 Biring Kanaya 
 Bontoala 
 Makassar 
 Mamajang 
 Manggala 
 Mariso 
 Panakkukang 
 Rappocini 
 Tallo 
 Tamalanrea 
 Tamalate 
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 Ujung Pandang 
 Ujung Tanah 
 Wajo 
 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur  lalu  lintas  dari arah selatan dan utara dalam  propinsi 
di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia 
dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah 
kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang 
selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan 
laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 
- 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang 
bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan 
kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah 
perairan kurang lebih 100 Km². (sumber: http://makassarkota.go.id/110-
geografiskotamakassar.html) 
Kota Makassar dari tahun 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal dengan 
nama Ujung Pandang. Sebuah Kotamadya dan sekaligus Ibu Kota dari provinsi 
Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 2000 oleh pemerintah dikembalikan 
namanya menjadi Makassar. Kotamadya ini adalah kota terbesar dipesisir barat 
daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar. 
Sejak dahulu Makassar dikenal sebagai pusat perniagaan rempah-rempah 
setelah runtuhnya Malaka. Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia 
dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku 
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bangsa yang menempati kota ini. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku 
Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, 
Jawa, dan sebagainya. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai seperti coto 
makassar, pallubasa, sop konro, sop saudara, jalangkote, pallubutung, dan pisang 
ijo. 
Makassar juga dikenal dengan kota wisata. Obyek wisata yang dapat 
dinikmati di kota ini antara lain adalah pulau-pulaunya yang memiliki 
pemandangan laut yang indah seperti Pulau Kayangan, Pulau Samalona dan 
Pulau Barrang Lompo. Dan yang paling populer di kota ini adalah Pantai Losari 
karena pantainya yang terletak di pinggir kota sebelah barat Makassar dimana 
Pantai Losari merupakan pusat kegiatan hiburan dan olah raga penduduk 
Makassar. Ada juga Benteng Somba Opu yang dibangun tahun 1525 oleh Sultan 
Gowa ke IX. Benteng ini meupakan pusat pelabuhan rempah-rempah yang ramai 
dikunjungi pedagang Asia dan Eropa pada waktu itu. Selain itu ada Benteng Fort 
Rotterdam yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Gowa ke X dengan nama 
Benteng Ujung Pandang, didalamnya terdapat rumah panggung khas Gowa 
dimana Raja dan keluarganya tinggal (sumber: http://makassar.Imigrasi.go.id/). 
 
IV.1.2 Lokasi Penelitian  
IV.1.2.1 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
Kantor Imigrasi Makassar mulai berdiri pada tahun 1948 dimana 
pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Setelah terbentuknya 
Institusi Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka berdirilah Kantor Daerah 
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Imigrasi (Kandim) yang terletak di Jl. Seram No. 2 dan sejak tahun 1987 berganti 
nama menjadi Jl. Tentara Pelajar. 
Seiring dengan pekembangan Kota Makassar, pada tahun 1976 Kandim 
berubah nama menjadi Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanditjen). Memasuki 
era reorganisai, pada tahun 1980 berubah menjadi Kantor Imigrasi (Kanim). 
Pada tanggal 19 Mei 2005, Kantor Imigrasi Makassar resmi berkantor atau 
tepatnya pindah dari Jl. Tentara Pelajar No. 2 ke Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 
Daya, Makassar dan pada tanggal 23 Agustus 2005 diresmikan oleh Menteri 
Hukum dan HAM R.I. Bapak Hamid Awaluddin. 
Aktivitas keimigrasian pada Kantor Imigrasi Makassar lebih terfokus pada 
pelayanan seperti pemberian Paspor R.I., pemberian dan perpanjangan Izin 
Tinggal bagi Orang Asing, hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya intensitas 
kegiatan pelayanan pada Kantor Imigrasi Makassar. Penegakan hukum 
keimigrasian pada Kantor Imigrasi Makassar selama ini berjalan cukup baik, hal 
ini dapat dilihat jumlah Orang Asing yang dikarantina dan dideportasi dari tahun 
ke tahun cukup signifikan. Semua itu tidak terlepas dari kesigapan aparat Kantor 
Imigrasi Makassar dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian. Sumber daya 
manusia pada Kantor Imigrasi Makassar terus diupayakan untuk peningkatan 
kualitas kinerja dalam mendukung tugas-tugas keimigrasian dengan demikian 
sistem penegakan disiplin terhadap pegawai dapat ditingkatkan (sumber: 
http://makassar.Imigrasi.go.id/). 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terletak pada daerah yang sangat 
strategis yaitu ± 11 km  dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan 
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berada di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros yang sangat mudah 
dijangkau dari berbagai penjuru kota dan kabupaten yang menjadi wilayah kerja 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berada di jalan 
poros utama menuju Kota Makassar tepatnya beralamat di Jalan Perintis 
Kemerdekaan Km.13 Makassar. Berdasarkan kondisi wilayah yang demikian, 
maka Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memberikan 
kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Nasional. 
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi Tempat 
Pemeriksaan. 
Imigrasi, Pelayanan Paspor RI, Pelayanan untuk Orang Asing dan 
Pengawasan Orang Asing yang dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring 
dengan meningkatnya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia 
khususnya pulau Sulawesi dan makin meningkatnya pula pelayanan jasa 
keimigrasian pada masyarakat. 
Kantor   Imigrasi   Kelas   I   Makassar   sebagai   unit   pelaksana   teknis 
sesuai Keputusan Menteri Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai 
wilayah kerja 1 (satu) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten, meliputi : 
 Kotamadya Makassar 
 Kabupaten Maros 
 Kabupaten Pangkep 
 Kabupaten Gowa 
 Kabupaten Takalar 
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 Kabupaten Jeneponto 
 Kabupaten Bantaeng 
 Kabupaten Bulukumba 
 Kabupaten Bone 
 Kabupaten Sinjai 
 Kabupaten Selayar 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar memiliki 2 (dua) TPI (Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi) yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan 
Pelabuhan Laut Soekarno Hatta. 
 
IV.1.2.2 Visi, Misi, Tata Nilai, Janji Layanan, Tujuan dan Nilai-nilai 
1. Visi 
Adapun Visi dari kantor Imigrasi Kelas I Makassar yaitu: 
“Masyarakat   Memperoleh   Kepastian   Pelayanan   dan   Penegakan   
Hukum Keimigrasian” 
2. Misi 
Sedangkan Misi dari kantor Imigrasi Kelas I Makassar yaitu: 
 Memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel. 
 Mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil. 
 Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima. 
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 Mendukung pembangunan kesejahteraan masayarakat yang 
berkesinambungan. 
3. Tata Nilai 
Untuk Tata Nilai yang berlaku di kantor Imigrasi Kelas I Makassar, yaitu: 
 Kepentingan Masyarakat  
 Integritas 
 Responsif 
 Akuntabel 
 Profesional 
4. Janji Layanan 
Sementara untuk janji layanan di kantor Imigrasi Kelas I Makassar yaitu: 
 Kepastian Persyaratan 
 Kepastian Waktu 
 Kepastian Biaya 
5. Tujuan  
Penjabaran dari visi dan misi juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar 
serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan 
pembangunan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019 adalah : 
a. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan 
akuntabel. 
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b. Terwujudnya penguatan dan fungsi keimigrasian dalam menunjang 
keamanan negara yang stabil. 
c. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima. 
d. Terwujudnya peraturan perundang-undangan / kebijakan keimigrasian yang 
menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang 
berkesinambungan. 
6. Nilai-Nilai 
Adapun nilai-nilai yang diterapkan di kantor Imigrasi Kelas I Makassar yaitu: 
a. Taqwa 
Mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
setiap Insan Imigrasi harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
menghindari apa yang menjadi larangan-Nya. 
b. Menjunjung Tinggi Kehormatan 
Mengandung pengertian bahwa setiap Insan Imigrasi harus menjaga citra 
serta memelihara kehormatan diri dan institusi secara konsisten dan 
konsekuen. 
c. Cendekia 
Mengandung pengertian bahwa sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam 
rangka menjaga tegaknya kedaulatan setiap Insan Imigrasi dituntut untuk 
dapat menjadi individu yang cerdik, pandai dan bijaksana. 
d. Integritas Pribadi 
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Mengandung pengertian bahwa setiap Insan Imigrasi harus tangguh dan 
mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan dalam menjalankan tugas. 
e. Inovasi 
Mengandung pengertian bahwa dalam pencapaian visi dan misi banyak  
tantangan  dan  hambatan  yang akan  dilalui,  karenanya setiap Insan Imigrasi 
harus mampu melihat situasi dan kondisi saat ini dan yang akan datang 
dengan mencari solusi yang tapat dalam pencapaian tujuan organisasi. 
 
IV.1.3 Struktur Organisasi  
Sturktur organisasi merupakan faktor yang penting dalam menyusun kerja 
yang   baik.   Dengan   terbentuknya   struktur   organisasi   ini   dapat   diketahui 
pembagian program kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing devisi, 
sehingga dapat terlihat susunan kedudukan bagian-bagian serta hubungan 
kerjanya. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang mempersatukan 
fungsi-fungsi suatu lembaga. Sesuai aturan yang diberikan dari Direktorat Jendral 
Imigrasi tentang gambaran struktur organisasi yang telah ditetapkan. 
 
IV.1.4 Tugas Pokok dan Fungsinya 
Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: 
M.03- PR.07.04 tahun 1991 Kantor Imigrasi Kelas I Makassar merupakan salah 
satu unit pelayanan teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan yang memiliki tugas pokok yaitu 
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melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM 
RI di bidang keimigrasian pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 
M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terdiri dari 1 sub bagian fasilitas dan 4 bagian 
substantif yang terdiri dari : 
1. Sub Bagian Tata Usaha 
2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian 
3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 
4. Seksi Status Keimigrasian 
5. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
a. Kepala Kantor Imigrasi 
Tugas Pokok : 
Mengkordinasikan pelaksanaan di bidang keimigrasiaan meliputi informasi 
dan sarana komunikasi, lintas antar negara dan perizinan, pengendalian status 
melakukan pengawasan dan penindakan terhadap mereka yang melanggar 
ketentutan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Tugas Pokok : 
1. Sub    Bagian    Tata    Usaha    mempunyai    tugas    pokok    yaitu 
menyelenggarakan urusan Tata Usaha dan melaksanakan sebagian tugas 
pokok Kepala Kantor di bidang Administrasi dan Ketata Usahaan,  
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Kepegawaian,  Keuangan,  Perlengkapan,  serta pengelolaan barang-
barang inventaris kantor. 
2. Mempersiapkan dan melaksanakan rapat structural secara periodik setiap 
hari selasa untuk mengevaluasi kegiatan yang telah di laksanakan selama 
sepekan. 
3. Mewajibkan setiap pegawai untuk melaksanakan absensi sidk jari 
kehadiran  (finger print) pada saat datang dan pulang kantor sesuai 
dengan ketentuan jam kejra yang berlaku yaitu: 
Senin s/d Kamis         : Pukul 07.30 - 16.00 WITA 
Jumat                         : Pukul 07.30 - 16.30 WITA 
 
c. Kepala Urusan Kepegawaian 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi formasi mutasi, 
pemberhentian dan pemensiunan di lingkungan kantor sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Kepala Urusan Keuangan 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran belanja rutin dan 
pembangunan di lingkungan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
e. Kepala Urusan Umum 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan urusan umum yang meliputi surat menyurat, perlengkapan 
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dan rumah tangga di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
f. Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data informasi dan 
penyebarannya untuk penyidikan keimigrasian serta melakukan pemeliharaan 
dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi 
Keimigrasian. 
1. Kepala Sub Seksi Informasi 
Tugas Pokok : 
Melakukan penyebaran dan pemantauan informasi mengenai WNI yang 
berangkat ke luar negeri dan orang asing yang masuk ke Indonesia 
dalam rangka pengamanan teknis keimigrasian. 
2. Kepala Sub Seksi Komunikasi 
Tugas Pokok : 
Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian 
serta menggunakan  sarana  komunikasi  keimigrasian  dalam  rangka  
pelaksanaan tugas. 
g. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan kegiatan keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan, 
pemberian pemohonan dokumen perjalanan izin berangkat / kembali bagi 
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warga negara asing atau warga negara Indonesia serta kegiatan dalam hal 
perjalanan, pendaratan, urusan haji, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke 
luar negeri, pengurusan anak kapal dan izin masuk darurat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menunjang 
kelancaran pelayanan keimigrasian. 
1. Kepala Sub Seksi Perizinan Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin 
kembali bagi WNA maupun WNI sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku guna tertibnya WNA / WNI yang keluar maupun 
masuk negara Indonesia. 
2. Kepala Sub Seksi Lintas Batas 
Tugas Pokok : 
Memberikan  perizinan  Lintas  Batas  bagi  warga  negara  asing  yang  
hendak masuk ke Indonesia maupun warga negara Indonesia yang hendak 
pergi ke luar Indonesia sesuai perjanjian Lintas Batas yang telah 
ditetapkan dalam rangka tertibnya keluar masuk melalui pos perbatasan. 
h. Kepala Seksi Status Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan status keimigrasian, 
pendayagunaan  warga  negara  asing  pendatang  maupun  pemukin  dan  
alih status izin tinggal, serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang 
status keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan peraturan perundang- 
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undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas. 
1. Kepala Sub Seksi Penentu Status Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status 
dan izin tinggal keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Kepala Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti kewarganegaraan 
seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk 
kelengkapan permohonan kewarganegaraan. 
i. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap 
WNA dan  pemukim  gelap  yang  melanggar  ketentuan  Keimigrasian  di  
lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam rangka menertibkan WNA yang masuk ke wilayah Republik 
Indonesia. 
1. Kepala Sub Seksi Penindaan Keimigrasian 
Tugas Pokok : 
Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, 
penampungan sementara orang asing yang melakukan pelanggaran 
Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian 
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Tugas Pokok : 
Melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke wilayah Republik 
Indonesia maupun WNI yang akan berpergian ke luar negeri serta 
mengadakan kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang 
pengawasan orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
IV.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
IV.2.1 Evaluasi Hasil Proses Pengembangan Pegawai Melalui Diklat di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
Evaluasi terhadap pegembengan pegawai negeri sipil setelah menjalani 
program pendidikan dan pelatihan dianggap sangatlah penting untuk mengetahui 
perkembangan dan dampak terhadap para peserta yang telah mengikuti diklat 
apakah setelah mengikuti proses diklat terjadi peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap terhadap pegawai itu sendiri dan dapat menghasilkan 
pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab, bermoral, berpikir secara rasional, 
profesional dan berwawasan luas sehingga dapat menjadi contoh bagi 
masyarakat luas, bangsa dan negara serta dapat berguna bagi instansi tempat 
dimana pegawai tersebut bekerja. 
Adapun daftar rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti BIMTEK/DIKLAT 
Tahun 2016-Juli 2017 di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, yaitu: 
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TABEL: IV.2.1.1 
Rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti BIMTEK/DIKLAT 
No Jumlah 
Peserta 
BIMTEK/DIKLAT YANG DIIKUTI KETERANGAN 
1. 1 Penyusunan LAKIP Kanwil Kementrian  
Hukum dan HAM Sul-Sel. TA 2016 Tgl. 17-
19 Oktober 2016 
Hotel Grand Place 
Makassar 
2. 2 Monitorinng dan Evaluasi Diklat/Bimtek Tgl. 
17 November 2016 
Kanwil Kementrian Hukum 
dan HAM Sul-Sel 
3. 1 Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan  
Budaya Integritas  Tgl, 01 Desember 2016 
Hotel Royal Kuningan Jak-
Sel 
4. 1 Diklat Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) Tgl, 17-23  April 2016 
Hotel Remcy Panakukang 
Makassar 
5. 1 Perencanaan Anggaran Berbasis  Kinerja 
Tgl, 12-14 Mei 2016 
Kanwil Kementrian Hukum 
dan HAM Sul-Sel 
6. 1 Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian Kanwil Kementrian Hukum 
dan HAM Sul-Sel 
7. 1 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja PNS 
Tgl, 12-14 Mei 2016 
Kanwil Kementrian Hukum 
dan HAM Sul-Sel 
8. 1 Bimbingan Teknis Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Tgl, 12-14 Mei 2016 
Kanwil Kementrian Hukum 
dan HAM Sul-Sel 
9. 1 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP Tgl, 
12-14 Mei 2016 
Kanwil Kementrian Hukum 
dan HAM Sul-Sel 
10. 1 Izin Tinggal Keimigrasian Tgl, 27-29 April 
2016 
Hotel Melia Purosani 
Yogyakarta 
Sumber: Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar  
  
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 
pegawai kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang mengikuuti diklat hanya 
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diklat yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diklat yang 
diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul-Sel.  
Sementara data rekapitulasi  pegawai kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar yang telah mengikuti DIKLAT/BIMTEK periode januari-juli 
2017 yaitu sebagai berikut : 
TABEL: IV.2.1.2 
Rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti BIMTEK/DIKLAT 
No Jumlah Peserta DIKLAT/BIMTEK yang Diikuti Tanggal 
1.  1 Pelatihan Pengelolaan 
Kepegawaian 
13-15 Januari 
2017 
2. 3 Pemantapan Tata Cara 
Revisi Anggaran TA 2017 
20-22 April 2017 
3. 1 Konsultasi Implementasi 
Kebijkan dan Peraturan 
Direktorat Jenderal 
Immigrasi  Tahap I TA 2017 
18-20 Mei 2017 
4. 1 Monev Evaluasi dan 
Pelaporan Tugas Fungsi 
Kemenkumham 
03 Mei 2017 
5. 1 Internalisasi Kebijakan 
Teknis Izin Tinggal 
Keimigrasian 2017 
15-17 Mei 2017 
6. 1 Pemanggilan Peserta 
Operator SAIBA 
10 Juli 2017 
Sumber: Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar  
 
Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pelatihan 
pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017, ini 
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menandakan bahwa pelatihan pengelolaan Kepegawaian menjadi 
kebutuhan bagi pegawai untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait 
Pengelolaan Kepegawaian. 
Berdasarkan indikator pada proses pengembangan menurut 
Malayu Hasibuan terdapat 6 indikator, adapun hasil wawancara dan 
observasi yang dilakukan di kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 
didapatkan hasil pada indikator pertama sebagai berikut: 
IV.2.1.1 Sasaran  
Dalam indikator pertama pada proses pengembangan ialah sasaran. 
Sasaran dimaksudkan bahwa setiap pengembangan harus terlebih dahulu 
ditetapkan secaran jelas sasaran yang ingin dicapai. Apakah sasaran 
pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis 
mengerjakan pekerjaan (technical skills) ataukah untuk meningkatkan 
kecakapan memimpin (managerial skills dan conceptual skills). 
Penetapan sasaran harus didasarkan kepada kebutuhan jabatan atau 
pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. 
Untuk mengetahui Sasaran Diklat yang diikuti oleh pegawai kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar, maka peneliti telah mewawawncarai Kepala Urusan 
Keuangan yang telah mengikuti diklat bahwa sasaran diklat yang diikuti sudah 
jelas seagaimana yang dia katakan bahwa: 
“itu sasarannya, menuju ke perbaikan pengelolaan keuangan. 
Penyerapan, penyerapan anggaran karena hampir semua satuan kerja 
di kementerian hukum dan ham diikutkan serta dengan diklat itu adalah 
bendahara dan ada juga yang mewakili kepala urusan keuangannya 
yang mengikutkan adalah pengelolah”. 
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 (Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2017) 
 
 Sementara menurut informan lainnya pada bagian staf kepegawaian 
mengemukakan mengenai sasaran diklat: 
“Sejak saya mengikuti diklat itu apa yang saya tidak tau menjadi  saya 
tau.dan memang sangat bagus diadakan diklat-diklat seperti itu karena 
sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi, aturan-aturan sudah jauh 
berbeda dengan yang dulu-dulu. Sehingga sangat membantu dalam 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis dalam 
mengerjakan pekerjaan”. 
 (Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2017) 
 
Adapula informan yang  mengatakan mengenai sasaran diklat yang pernah 
diikutinya sebagai berikut:  
“sasaran pengembangan diklatnya ada, yaitu untuk meninngkatkan 
kemampuan dan keterampilan pegawai dalam mengerjakan 
pekerjaan”. 
(Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2017) 
  
Selain pernyataan diatas ada juga responden yang mengatakan seperti ini: 
 
“pencapaian dari sasaran yang diikuti secara otomatis akan berimbas 
kepada peningkatan produktivitas kerja karena apa yang diperoleh 
selama pelatihan akan diterapkan langsung ke lapangan, namun masih 
ada jenis bimtek yang belum optimal langsung bisa dikuasai setelah 
selesa melaksanakan bimtek/diklat ” 
(Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2017) 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai sasaran pengembangan 
diklat yang diikuti pegawai kantor Imigrasi Kelas I Makassar ternyata sudah 
jelas adanya sasaran pengembangan tersebut mengenai hal apa yang perlu 
dicapai seperti meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam 
mengerjakan pekerjaannya, penetapan sasaran diklat tersebutpun didasarkan 
pada pekerjaan dari karyawan yang mengikuti diklat. Namun adapula diklat 
yang diikuti pegawai yang tidak bisa langsung di terapkan saat bekerja. 
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Sasaran dari pengembangan pada hakikatnya adalah perumusan 
kemampuan yang diharapkan dari pengembangan tersebut. Karena sasaran 
pengembangan ini adalah perubahan perilaku (kemampuan), maka sasaran 
pengembangan dirumuskan dalam bentuk perilaku (behavior objectives). 
Misalnya, setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta dapat melakukan 
pencatatan dan pelaporan secara benar.  
IV.2.1.2 Kurikulum  
Dari sasaran-sasaran diklat yang telah dirumuskan tadi akan dapat 
diketahui kemampuan-kemampuan apa yang harus diberikan dalam 
pengembangan. Maka selanjutnya diklasifikasi materi-materi atau bahan-
bahan pekerjaan yang akan diberikan dalam pengembangan melalui 
pendidikan dan pelatihan tersebut. Dengan kata lain materi-materi apa yang 
apat mengembangkan atau meningkatkan kemampuan para peserta diklat. 
Selanjutnya dilakukan identifikasi waktu yang diperlukan untuk tiap-tiap materi 
atau topik/subtopik yang lebih terinci. Setelah itu ditentukan metode belajar 
mengajar yang bagaimana yang akan dipakai, serta alat bantu belajar 
mengajar yang diperlukan dalam diklat tersebut. Proses ini disebut 
pengembangan kurikulum. 
Kurikulum atau mata pelajaran yang akan diberikan harus mendukung 
tercapainya sasaran dari pengembangan itu. Kurikulum harus ditetapkan 
secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode pengajaran, dan sistem 
evaluasinya harus jelas agar sasaran dari pengembangan itu optimal. 
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Mengenai Indikator kedua tentang kurikulum dalam pengembangan 
pegawai melalui diklat tersebut, telah dikemukakan oleh beberapa pegawai 
yang telah menjadi peserta diklat salah satunya   
“…kurikulum tidak ada secara intern karena semua terpusat dari 
kementrian hukum dan HAM RI di Jakarta, namun untuk jadwal materi 
sudah jelas sebagaimana yang terlampir pada surat permintaan 
peserta diklat.” 
(Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2017) 
 
Selain itu ada juga responden yang menyampaikan mengenai jam 
pertemuan dan metode pengajaran pada diklat yang diikutinya seperti berikut: 
“materi yang disampaiakan sudah sesuai dengan jadwal yang 
ditentukan, ya penyampaian materi diklat yang saya ikuti dilakukan 
dengan ceramah, setiap materi 2 jam maksimal jadi setiap pemateri 
sudah sesuai dengan jadwalnya” 
(Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2017) 
 
Adapun pendapat responden lainnya mengenai kurikulum yaitu: 
 
“ya kurikulum ada, tapi untuk jadwal pemberian materi ada yang molor 
(terlambat) dari jadwal yang sudah ditentukan, namun secara umum 
materi yang diberikan dapat kami pahami dan kami terapkan di dalam 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami.” 
(Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2017) 
 
Dari beberapa pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
beberapa diklat yang diikuti pegawai kantor Imigrasi Kelas I Makassar sudah 
jelas mengenai kurikulum yang digunakan serta materi yang ada pada saat 
diklat sudah sesuai dengan materi yang terlampir pada surat yang telah 
disampaikan di kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Meskipun dalam penentuan 
kurikulum, jumlah jam pertemuan dan metode pengajaran sudah jelas dan 
sesuai pada pelaksanaannya, hanya saja di dalam pelaksanaan diklat tersebut 
perlu diperhatikan lagi oleh panitia pelaksana diklat mengenai jadwal yang 
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sudah ditentukan agar bisa tepat waktu dan tidak terlambat. Serta sistem 
evalusinya perlu diperjelas agar sasaran dari pengembangan dapat diukur 
pencapaiannya.  
IV.2.1.3 Sarana 
Pada proses pengembangan ini menjelaskan bagaimana mempersiapkan 
tempat dan alat-alat yang akan digunakan dalam pelakasanaan 
pengembangan. Penyediaan tempat dan alat-alat harus didasarkan pada 
prinsip ekonomi serta berpedoman pada sasaran pengembanganyang ingin 
dicapai. Misalnya: tempat pengembangan hendaknya strategis , tenang, 
nyaman, dan tidak mengganggu lingkungan. Mesin-mesin yang digunakan 
dalam pengembangan sama jenisnya dengan mesin yang akan digunakan 
dalam bekerja pada perusahaan. 
Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden 
terkait sarana pada saat mengikuti diklat tersebut sebagaimana berikut ini: 
“sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diklat telah memenuhi 
syarat untuk penyelenggaraan suatu diklat atau bimtek untuk aparatur 
sipil negara”. Selain itu ada juga yang mengatakan, “sarana sudah 
sesuai karena pelaksanaan diklat biasanya di aula atau di hotel 
sehingga sudah disediakan semua sarana dan prasarana, seperti 
kemarin diklatnya di hotel jadi sudah ada wi-fi peserta sisa membawa 
laptop dan flashdisk.” 
(Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2017 
 
Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa sarana dalam penyelenggaraan 
diklat yang diikuti oleh pegawai sudah sesuai dengan persyaratan 
sebagiamana yang ada dalam penjelasan mengenai indikator sasaran dalam 
proses pengembangan.  
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IV.2.1.4 Peserta  
Menetapkan syarat-syarat dan jumlah peserta yang dapat mengikuti 
pengembangan. Misalnya usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan latar 
belakang pendidikannya. Peserta pengembangan sebaiknya mempunyai latar 
belakang yang relatif homogen dan jumlahnya ideal, supaya kelancaran 
pengembangan terjamin. 
Menurut beberapa responden terkait syarat-syarat dan jumlah peserta 
yang dapat mengikuti pengembangan yaitu sebagai berikut: 
“Untuk syaratnya sendiri tidak ada tapi hanya ada surat pemanggilan 
masuk dan di tunjuk langsung oleh kepala kantor karena diklat tersebut 
berkaitan dengan keuangan.” Ada juga yang berkata seperti ini, 
“ya, peserta sudah sesuai  dengan diklat yang diikuti, contohnya saja 
diklat keuangan ini, tentu dari bagian keuangan tidak mungkin dari 
jabatan lain yang ikuti, diklat ini sangat membantu karena diikuti oleh 
satuan kerja dari Kementrian Hukum dan HAM RI dan kanwil 
kemenkumham sulsel. Karena diklat yang diikuti hanya yang diadakan 
oleh kementerian atau kanwil kemenkumham sulsel,” 
(Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2017) 
Namun ternyata dari beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat  ada 
juga yang tidak sesuai dengan jabatannya seperti yang disampaikan salah 
satu responden berikut ini: 
“saya beberapa kali mengikuti diklat, tapi pernah ada diklat yang saya 
ikuti, itu tidak saya paham hasilnya karena pada waktu itu tidak ada 
yang berkesempatan ikut karena masing-masing sibuk dengan 
tugasnya, pada saat itu diklat yang saya ikuti mengenai SPIP mestinya 
yang ikut kepala kantor tapi karena sedang berhalangan makanya saya 
yang ditunjuk untuk mewakili dan semua menyarankan agar saya ikut, 
jadi pada saat itu saya ikuti saja.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2017) 
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Adapun salah satu contoh persyaratan peserta diklat yang diikuti oleh 
pegawai kantor Imigrasi Kelas I Makassar, yaitu: 
TABEL IV.2.1.4.1 
Persyaratan peserta yang mengikuti diklat 
No. Nama Diklat Persyaratan Peserta Jumlah 
Peserta yang 
diususlkan 
Keterangan 
1. 
Kesamaptaan 1.  Diutamakan 
lulusan AKIP dan 
AIM pada Kanwil 
dan UPT 
2. Masa Kerja 
minimal 5 (lima) 
tahun 
3. Usia Maksimal 50 
(lima puluh) tahun 
1 Orang 14 Hari, 30 
Orang, 1 
Angkatan 
2. Sistem 
Pengendalian 
Internal 
Pemerintah 
(SPIP) 
Pejabat structural 
yang menangani 
penyusunan laporan 
SPIP 
1 Orang 7 Hari, 30 
Orang, 1 
Angkatan 
Sumber: Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peserta diklat yang mengikuti 
sudah jelas namun, panitia pelaksana harus lebih teliti dalam menyeleksi 
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peserta meskipun peserta sudah jelas syaratnya dan yang mengikuti hamper 
secara keseluruhan adalah sesuai dengan diklat yang diikuti dengan 
jabatannya. Dalam pelaksanaan diklat setiap penyelengaraan mengirimkan 
surat pada satuan kerja yang berada dibawah koordinasi Kementrian Hukum 
dan HAM RI dan kanwil kemenkumham sulsel. Dalam wawancara tersebut 
diatas ada pula yang mengikuti diklat dan tidak sesuai dengan jabatannya hal 
tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dampaikan oleh kesub. Bagian 
tata usaha sebagai berikut: 
“Dalam pelaksanaan diklat tentu tidak semua sesuai jabatannya, 
terkadang ada kegiatan diklat yang diikuti oleh jabatan lainnya, 
misalnya saja ketika pegawai yang sudah diutus berhalangan hadir 
pada waktu itu maka akan digantikan oleh pegawai lainnya.” 
(Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2017) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pengembangan pegawai yang diikuti melalui diklat ternyata ada yang tidak 
sesuai dengan jabatannya, sehingga tidak memberikan pengetahuan yang 
mendukung secara signifikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 
 
IV.2.1.5 Pelatih 
Menunjukan pelatih atau instruktur  yang memenuhi persyaratan untuk 
mengajarkan setiap mata pelajaran. Sehingga sasaran pengembangan 
tercapai. Peningkatan pelatih dan instruktur harus berdasarkan kemampuan 
objektif (teoretis dan praktis) bukan didasarkan kepada kawan atau saudara. 
Dengan pelatih yang qualified akan menghasilkan anak didik yang baik. 
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Pada saat dipertanyakan mengenai pelatih atau instruktur pada pegawai 
yang mengikuti diklat telah diperoleh beberapa hasil wawancara sebagai 
berikut: 
“Pelatih tentunya memenuhi syarat, karena memang yang di ambil 
sebagai pemateri adalah yang memenuhi bidang, tentunya materi yang 
disampaikan juga sudah jelas dan sesuai sehingga dapat kita 
implementasikan di tempat kerja” dan “ya pelatih tentu memiliki latar 
belakang yang sudah sesuai dengan materi yang diajarkan hal tersebut 
telah disampaikan oleh moderator” 
(Hasil wawancara pada tanggal 9 Mei 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelatihan atau instruktur telah 
memenuhi persyaratan untuk mengajarkan setiap mata pelajaran. Sehingga 
sasaran pengembangan tercapai. Dan peningkatan pelatih dan instruktur 
harus didasarkan pada kemampuan objektif (teoretis dan praktis) bukan 
didasarkan kepada kawan atau saudara. 
IV.2.1.6 Pelaksanaan  
Pada tahapan proses pengembangan yang terakhir adalah pelaksanaan. 
Pelaksanaan ini dimaksudkan bagaimana melaksanakan proses belajar-
mengajar artinya setiap pelatih mengajarkan materi pelajaran kepada peserta 
pengembangan. Proses belajar-mengajar harus  diakhiri dengan ujian atau 
evalusi untuk mengetahui sasaran pengembangan tercapai atau tidak. 
Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 
beberapa responden mengemukakan pendapatnya terhadap diklat yang 
mereka ikuti, sebagai berikut: 
“evaluasi tentu ada, seperti tanya jawab dan diskusi dengan beberapa 
peserta diklat lainnya”,, tetapi ada juga yang mengatakan “sistem 
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evaluasinya tidak dijelaskan dan di diklat yang saya ikuti tidak ada 
evaluasinya”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2017) 
 
Sementara itu ketika di pertanyakan mengenai sistem evaluasi dari diklat 
yang diikuti beberapa responden tersebut mengemukakan pendapatnya 
berbeda seperti berikut ini: 
 “Pada setiap materi tidak diikuti evaluasi hanya tanya jawab dan 
diadakan sharing dengan pengajar/pemateri. Tapi pada saat saya ikut 
diklat bendahara memang diakhiri dengan evaluasi ditentukan tingkat 
kelulusan ada sertifikatnya”, ini menurut staf kepegawaian. Dan 
hamper sama menurut kaur keuangan “Pada saat itu hanya memberi 
pencerahan dan Tidak ada evaluasi. Memberikan pemahaman saja 
tentang penyerapan anggaran” pernyataan tersebut didukung pula 
oleh kaur kepegawaian yang mengatakan, “ya evaluasinya tidak ada”  
(Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2017) 
 
Sementara menurut Kasub. Bagian Tata Usaha menyampaikan mengenai 
evaluasi terkait diklat yang diikuti pegawai oleh pihak kantor imigrasi kelas I 
Makassar, bahwa: 
“jika evaluasi dari pihak kantor imigrasi terkait pegawai yang telah 
selesai mengikuti diklat itu tidak ada mereka hanya melakukan laporan 
lisan mengenai materi dan berbagai hal yang mereka dapat saat 
mengikuti diklat, sangat sedikit yang membuat laporan hasil diklat 
dalam bentuk tulisan”. 
(Hasil wawancara tanggal 24 Juli 2017) 
 
Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pelaksanaan dalam setiap 
diklat yang diikuti oleh pegawai di kantor Imigrasi Kelas I Makassar ternyata 
sebagian belum ada sistem evaluasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat 
pencapaian sasaran dari peserta diklat yang ikut. 
Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan diklat yang diikuti oleh pegawai di kantor imigrasi kelas I 
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Makassar dari enam indikator proses pengembangan menurut malayu 
hasibuan ternyata ada dua indikator yang tidak berjalan dengan lancar yaitu 
pada tahapan peserta adanya pegawai yang diikutkan diklat namun, tidak 
sesuai dengan jabatannya dan pada tahapan pelaksanaan yang masih 
terdapat kekurangan yaitu sistem evaluasi pada diklat yang diikuti oleh 
pegawai masih ada yang belum jelas. 
Secara umum pegawai mengaku sebelum mengikuti pengembangan 
melalui diklat ada beberapa hal yang kurang diketahui dan dikuasai dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, namun setelah mengikuti 
pengembangan tersebut diklat/bimtek yang mereka ikuti ternyata sangat 
membantu mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam 
bekerja. 
Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 
diklat antara lain adanya penanggung jawab harian, adanya monitoring 
pelaksanaan diklat melalui evaluasi harian, adanya alat bantu yang diperlukan 
dan lain-lainnya.  
Setelah berakhirnya pendidikan dan pelatihan seyogyanya dilakukan 
evaluasi yang mencakup: 
a. Evaluasi terhadap proses, meliputi: 
1. Organisasi penyelenggara diklat, misalnya: administrasi, konsumsinya, 
ruangannya, para petugasnya, dan sebagainya. 
2. Penyampaian materi diklat, misalnya: relevansinya, kedalamnya, 
pengajarnya dan sebagainya. 
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b. Evaluasi terhadap hasilnya, yang mencakup evaluasi sejauh mana materi 
yang diberikan itu dapat dikuasai atau diserap oleh peserta diklat. Lebih 
jauh lagi apakah ada peningkatan kemampuan atau keterampilan 
pengetahuan, dan sikap dari para peserta diklat.  
Cara melakukan evaluasi ini dapat secara formal dalam arti mengedarkan 
kuesioner yang harus diisi oleh para peserta diklat. Tetapi juga dapat dilakukan 
secara informal, yakni melalui diskusi antara peserta dengan panitia. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari enam indikator pada proses 
pengembangan yang diikuti oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan yang diadakan oleh 
Kantor Wilayah Kementrian hukum dan HAM Sulsel ternyata ada dua indikator 
yang bisa dikatakan kurang efektif. Kedua indikator tersebut yang kurang 
efektif yakni pada peserta dan pelaksanaan proses pengembangan,  
Pada indikator peserta ternyata ada diklat yang diikuti oleh pegawaai 
yang tidak sesuai dengan jabatannya, namun karena diutus oleh pimpinan 
sehingga mengikuti diklat tersebut. Pada indikator pelaksanaan 
pengembangan juga ternyata ada yang tidak terlaksana dengan baik dalam 
diklat tersebut hal teresebut ialah pada proses pengevaluasian tiap mater i 
yang belum diterapkan sehingga pengukuran tingkat pencampaian sasaran 
diklat yang diikuti tersebut belum diketahui.  
Namun lain halnya denga 4 indikator lainnya yaitu sasaran dalam 
sasaran tersebut sudah jelas mengenai hal yang akan dicapai dalam diklat 
tersebut, kemudian kurikulum diklat tersebut juga telah ada dan tersusun 
secara sistematis dan sangat mendukung untuk pegawai dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, untuk segi sarana dan 
prasarana rata-rata pegawai mengemukakan bahwa sudah sesuai dengan 
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standar aman, nyaman dan fasilitas mendukung. Serta pelatih dalam 
pemberian materi sudah sesuai pada bidangnya masing-masing sehingga 
peserta cukup mudah dalam mengetahui maksud dari materi yang 
dijelaskan tersebut. 
 
V.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti 
memiliki saran terkait proses diklat yang diikuti oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar, yaitu : 
1. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang telah mengikuti diklat 
diharapkan untuk membuat laporan terkait hasil diklat yang mereka ikuti 
dalam bentuk draft laporan tidak hanya dilaporkan secara lisan pada 
pimpinan, laporan yang dibuat tersebut kemudian bisa dibaca dengan 
pegawai lain yang terkait dengan materi diklat yang ada. Hal bertujuan 
untuk menambah pengetahuan pada pegawai lain meskipun tidak 
mengikuti diklat yang serupa namun ada pengetahuan yang mereka bisa 
dapatkan, kenapa dalam bentuk draft karena bisa sebagai arsip dan juga 
bisa sebagai bahan rujukan bagi pegawai dalam menjalankan 
pekerjaannya. 
2. Diharapkan bagi pimpinan dalam mengutus pegawai untuk mengikuti 
pengembangan harus sesuai dengan jabatan dari pengembangan 
diklat/bimtek yang diikuti. 
3. Bagi penyelenggaran diklat diharapkan untuk memberikan evaluasi pada 
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tiap materi yang diikuti oleh peserta selain itu perlu diperjelas mengenai 
sistem evaluasi diklatnya agar pencapaian dari sasaran diklat yang 
dilaksanakan dapat terukur. 
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